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NINA RAHMAYANTI MUSTARI. E 111 12 011. Perlawanan Masyarakat
Adat Terhadap Penetapan Lokasi Konservasi Alam Di Kota Palopo
Dibawah bimbingan Gustiana A. Kambo sebagai Pembimbing I dan
A. Ali Armunanto sebagai Pemimbing II.
Masyarakat Adat To’ Jambu hidup turun termurun di Battang Barat,
dan sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. menjalankan
kehidupan tradisional mereka yang dicirikan dengan eratnya hubungan
mereka dengan alam sekitar. Kampung To Jambu menjadi kawasan
koservasi dan taman wisata alam (TWA) dengan nama Nanggala III tahun
1990 seluas 400 hektar. Ruang konflik masyarakat adat di Battang Barat
dengan pihak BKSDA seluas 356, 32 Ha, dan 320,53 Ha dengan pihak
Kehutanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan: Mendeskripsikan
bentuk perlawanan Masyarakat Adat To’ Jambu Terhadap Penetapan
Lokasi Konservasi Alam Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan dasar penelitian studi kasus
untuk penganalisisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi
penelitian di lakukan di Kelurahan Battang Barat Kota Palopo dengan jenis
data berupa data primer dan data sekunder. Teori, dan konsep yaitu
konsep peralawanan gerakan sosial, masyarakat dan hak ulayat. yang
digunakan dalam penelitian Instrumen penelitian yang digunakan ialah
penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam serta dokumen yang telah di telaah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bentuk Perlawanan
Masyarakat Adat To’ Jambu Terhadap Penetapan Lokasi Konservasi Alam
Kota Palopo. Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat To Jambu Yang
Berbentuk Soft yaitu: Cara-cara mediatif pun masyarakat didampingi
dengan pihak-pihak terkait yakni LSM Walace. Masyarakat telah beberapa
kali Melakukan persuratan ke pemerintah Palopo, Setelah itu masyarakat
kembali melakukan persuratan ke pemerintah BKSDA di Kota Palopo,
tetapi dari pihak BKSDA tidak di respon dengan baik. Gerakan
Perlawanan Masyarakat Adat To Jambu Yang Berbentuk Hard yaitu:
Makanya Masyarakat memblokade jalan lintas Palopo–Toraja. Dan Tetap
bertahan dan bermukim di tanah Ulayat yang telah ditetapkan secara
sepihak sebagai lahan konservasi alam oleh pihak BKSDA.




NINA RAHMAYANTI MUSTARI. E 111 12 011. Perlawanan Masyarakat
Adat Terhadap Penetapan Lokasi Konservasi Alam Di Kota Palopo
Dibawah bimbingan Gustiana A. Kambo sebagai Pembimbing I dan
A. Ali Armunanto sebagai Pemimbing II.
People culture of To Jambu live in West Battang, and previously assigned
as conservation area,their lives with traditional culture and characterized
by connection with nature, To jambu’s  village becoming conservation area
anda natural park named with Nanggala III, in 1990, measuring 400
hectare,  Conflict culture area in West Battang with BKSDA side
measuring 356, 32 Ha, and 320,53 with Forest Ranger
This study  is to intend for explain: describe a form of resistance
people culture of To jambu wuth determination nature conservation site of
Palopo city, this study will used qualitative research methods with
descriptive type and basic research for more in-depth introduction to
symptoms occur, this study will be conducted in West Battang Palopo city,
the kind of data, just like primary data and secondary data, theory, and
concept,the concept  is resistance of social movements concept, people
and customary rights in instrument of study, instrument of study used is
observation, data collection technique will used in-depth interview and
documents that have been reviewed.
The result of this study showing that resistance form of people
culture To Jambu against determining the location Conservation area of
Palopo , still stay and settled on customary lands that who assigned
unilaterally as conservation are by BKSDA in Palopo city,community
several time mailings to the government of Palopo, after that, the
community re-do mailings to BKSDA, but from BKSDA was not with good
responding ,then the community blockade Palopo-Toraja causeway,and
the community ways of meditation accompanied with the relevant parties,
like LSM Wallace
Keyword : Resistance social movements,  People culture, customary
rights, BKSDA and foresty
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Hutan merupakan suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi
hutan bukan hanya sekeder pohon.Termasuk di dalamnya tumbuhan yang
kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan.Di dalam hutan
juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis
binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.1 Membicarakan
hutan dan sumberdaya hutan di wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan
dari keberadaan beragam komunitas yang memiliki keterikatan sosial,
budaya, spiritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah,
wilayah, dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam
pengelolaan hutan dan sumberdaya hutan telah dicatat oleh para peneliti
dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok
orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka),
di mana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada
dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata
dalam bahasa arab, musyarakat. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat
adalah suatu jaringan hubungan-hubungn antar entitas-entitas.
1Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan
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Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling
tergantung satu sama lain).2
Istilah “masyarakat adat” mulai disosialisasikan oleh para pegiat
gerakan sosial di Indonesia pada 1993, khususnya oleh tokoh-tokoh adat
dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi non pemerintah
yang membentuk Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat
(Japhama).Istilah tersebut diadopsi dalam Kongres Masyarakat Adat
Nusantara pertama yang diselenggarakan pada Maret 1999. Peserta kongres
tersebut sepakat bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang
memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis
tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial,
dan wilayah sendiri (Moniaga 2010; Sangaji 2010)3.
Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan
kelompok masyarakatyang teratur, menetap disuatu daerah tertentu,
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik
berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota
kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat
sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun
diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam
arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.4
2Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
3Lihat Li (2000, 2001, 2010) dan Sangaji (2010) untuk kajian kritis tentang definisi masyarakat
adat.
4(Ter Haar, 1939) hal 3,pandangan ahli mengenai Keberadaan masyarakat hukum adat
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Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari oleh pihak-pihak
yang ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat
adalah kenyataan tentang keragaman mereka.Keragaman ini dapat dilihat
dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi
dan sosial. Kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian
kelompok memposisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan
dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan
adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan
alam.5
Masyarakat disekitar hutan atau kawasan konservasi pada umumnya
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpendidikan rendah, tidak banyak
berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan
belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke
pasar. Tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah,
penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar
yang minim pada umumnya mereka adalah masyarakat yang
terbelakang.6
Konflik kepentingan antara masyarakat dan kawasan konservasi
menjadi tak terhindarkan di banyak tempat.Kedua belah pihak merasa
memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya di
kawasan tersebut.Konflik antara masyarakat setempat yang mengklaim
hak atas tanah dan sumber daya yang ada dikawasan hutan dan industri
5Sandra Moniaga hal 2, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan
Hidup di Indonesia
6Kesepakatan Konservasi Masyarakat hal 2
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kehutanan serta petugas kehutanan telah mencuat secara konsisten
selama 5 tahun terakhir.7Ketidakjelasan penguasaan baik oleh masyarakat
maupun dari pihak industri telah menyebabkan penurunan fungsi tanah
dan hutan serta seringkali diikuti dengan kekerasan.Inti dari berbagai
masalah ini adalah ketidakjelasan “aturan main” seperti yang disebutkan
oleh Departemen Kehutanan.
Pengertian dasar atas apa dan dimana hutan Indonesia serta apa
dan dimana kewenangan Departemen Kehutanan, pada waktu yang
bersamaan, konflik atas tanah dan sumber daya alam yang diakibatkan
oleh ketidakjelasan tanah negara dengan tanah rakyat akan tetap ada jika
tidak ada usaha serius untuk merasionalisasikan kawasan hutan negara
melalui strategi prioritas yang jelas. Konflik atas tanah dan sumber daya
hutan yang berlarut-larut ini menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi
yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui pengaturan
pengakuan hak masyarakat hukum adat terutama tentang wilayah
masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan Negara.
Hak-hak masyarakat adat sampai saat ini lebih banyak terpusat pada
hak-hak atastanah (land rights) dan sumber daya alamnya (resorce rights)
yang terlihat akan tetapi cenderung mengabaikan hak-hak milik
masyarakat adat lainnya yang tidak terlihat misalnya hak-hak kepemilikan
intelektual (intelectual property right) atas temuan obat-obatan tradisional
serta hak-hak masyarakat adat atas keamanan hayati yang berasal dari
7Fern 2001; Dephut-Dinas Kehutanan Kab. Garut 2004; Kusworo A, 2000
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proses budidaya (biosafety) yang bersumber dari pengetahuan adat serta
wilayah adatnya. Perlindungan dan pemajuan masyarakat adat atas hak-
hak intelektual masyarakat adat dan keamanan hayati adat dari penjarah-
penjarah hak paten hayati (bio-piracy) dan penjarah-penjarah hak
intelektual (intelectual-piracy), serta perlindungan atas bio prospeksi
lainnya perlu ditekankan.8
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-
II/1998 tentangHutan Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 6 tahun
1998 tentang Pengusahaan Hutan Produksi serta Undang-Undang Pokok
Kehutanan no 5 tahun 1967 merupakan contoh kebijakan yang secara
jelas mengatur dan membatasi akses masyarakat setempat dalam
pemanfaatan kawasan hutan, khususnya hak-hak masyarakat hukum
adat, .
Adanya TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi
Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat
hukum adat termasukdi dalamnya tanah ulayat telah diakomodir, (pasal
30, 31 dan 42) yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam
menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hokum adat di kawasan
hutan agarkelestarian hutan dapat tercapai9. Terlebih lagi dengan
diterbitnya Undang-Undang Pemerintah Daerah no 22 tahun 1999,
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat demikian pula
8Rafael Edy Bosko “Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal
39
9Saat ini Tap MPR ini telah diterjemahkan kedalam Undang-Undang HAM no 39 tahun 1999
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dengan terbitnya Undang Undang Kehutanan yang baru no 41 tahun 1999
semakin jelas bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dapat
segera dilakukan di daerah masing-masing dan diharapkan bukan hanya
pengakuan yang memberikan kepastian hukum tetapi juga diikuti dengan
pemulihan hak-haknya. Ini semua sejalan dengan GBHN 1999-2004
dalam aspek pertanahan yang mengatakan secara tegas; Dikembangkan
kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatandan penggunanan
tanah secara adil, transparan dan produktif dan mengutamakanhak-hak
rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta
berdasarkan tata ruang wilayah seimbang.
Selain dari kebijakan perundang-undangandan peraturan yang
bersifat nasional,terdapat pula kebijakan daerah yang mengakui
keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya oleh pemerintah daerah
Propinsi maupun Kabupaten serta juga Surat Keputusan Instansi di
daerah yang berlaku di beberapa wilayah Indonesia. Keputusan-
keputusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten akan terus bertambah
dengan cepat sesuai dengan semangan desentralisasi yang sedang
berjalan saat ini.
Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas hak-
hak adatnya dilakuakn sejaktahun 1987 dengan menulis surat secara
berulang-ulang kepada Wakil Presiden RI serta Pimpro TNI. Kesepakatan
lisan dengan Tim Gabungan Pemda TK II yang diketuai oleh KakanSospol
tgl 16 Desember 1997 disepakati, bahwa masyarakat tetap tinggal
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dikampungnya dan memanfaatkan hasil kebun dan hutan sebagaimana
biasanya sambil menunggu pembicaraan dengan pimpinan.
Konflik atas pola pengelolaan yang ada pada masyarakat adat sering
terjadidengan memisahkan suatu pola pengelolaan dari sistemnya.
Contoh pola pengelolaan yang jelas adalah perladangan gilir balik yang
hanya melihat lading yang sedang dikerjakan saja tanpa melihat lahan
beranya, dan pola-pola lain didalam sistem pengelolaan sumber daya
alam. Perladangan gilir balik harus dapatdilihat sebagai suatu sistem yang
menyatu dengan pola sawah yang ada di beberapa bagian kampung,
hutan tutupan, kebun wanatani, sungai hutan tempatberburu bahkan
tempat-tempat keramat.
Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat
dapat dilakukan dalam bentuk pengakuan wilayah masyarakat hukum adat
oleh BPN. Dalam hal wilayah masyarakat hukum adat yang telah lebih
dahulu diberikan sebelum Surat Keputusan ini terbit, dapat dinegosiasikan
dengan pihak-pihak yang bersangkutan (masyarakat hukum adat pada
wilayah tersebut, pemberi hak dan penerima hak).
Meskipun dalam perkembangannya kebijakan-kebijakan di atas
menunjukkan adapergeseran dalam penilaian pada masyarakat adat,
masih ada benang merah yang mencirikan adanya main stream yang
sama dari kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan mengenai hak
masyarakat adat pada ekosistem hutan bersifat membagi-bagikan
kesempatan memanfaatkan sumberdaya hutan. Orientasi pada
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sumberdaya itu merupakan konsekuensi dari pandangan pada hubungan
masyarakat adat dan ekosistem hutan adalah hubungan ekonomi semata,
konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar adalah konflik
perebutan sumberdaya, dan hubungan antara negara dan rakyat adalah
hubungan ekonomi. Pandangan itu sangat reduksionis karena persoalan
masyarakat adat dan ekosistem hutan serta hubungannya dengan pihak
luar termasuk negara bukan sekedar persoalan ekonomi tetapi adalah
persoalan otoritas yang terganggu.
Sekitar tahun 1960 warga yang kembali kedaerah kampong
(perkampungan) to’ Jambu, bermukim serta mengelola lahan yang mereka
semula tinggalkan. Selain masyarakat asli yang datang menempati lahan
tersebut, datang juga masyarakat dari luar kampong to Jambu, bahkan
sekitar tahun 1968 - 1969 pejabat - pejabat pemerintahan datang untuk
menempati lahan didaerah tersebut seperti Mayor Palimbong,Andi
Oddang (Gubernur Sul – Sel), Samad Suaib (Bupati Luwu), Andi Lolo
(Bupati Toraja), Panglima Aziz, serta masyarakat Toraja yang memiliki
kedekatan wilayah dengan Battang Barat . Mayor Palimbongan
memberikan sumbangsi besar terhadap  cara bercocok tanam serta
mendatangkan tanaman seperti cengkeh dan kopi rebusta ( Ayyub, to’
matua to jambu). Lokasi hutan yang ditempati oleh pejabat pejabat dari
luar inilah yang paling banyak masuk kedalam wilayah hutan lindung,
luasnya ± 75, 71 H (hasil pemetaan partisipatif masyarakat Battang Barat,
YBS, WALLACEA; 2010).Pendatang dari luar begitu mudah memperoleh
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lahan dikarenakan kondisi pisikologis masyarakat yang begitu takut
dengan seragam militer dan pejabat pemerintahan pada zaman orde baru.
Masyarakat adat setempat telah hidup sebelum daerah Battang
Barat Kota Palopo tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Mereka telah turun temurun menjalankan kehidupan tradisional mereka
yang dicirikan dengan eratnya hubungan mereka dengan alam
sekitar.Namun tidak jarang terjadi bahwa masyarakat yang sebenarnya
pendatang di daerah tersebut sengaja menerobos ke dalam kawasan
untuk mengambil hasil hutan atau membuka kebun karena alasan alasan
ekonomis yang mendesak. Selain itu, diketahui cukup banyak kasus di
mana para perambah adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik-
pemilik modal di kota untuk membuka kebun-kebun baru dalam kawasan.
Kampung To Jambu menjadi kawasan koservasi dan taman wisata
alam (TWA) dengan nama Nanggala III tahun 1990 seluas 400 hektar. Pada
masa itu, tak banyak persinggungan dengan warga, semua berjalan baik.
Meskipun warga tak pernah dilibatkan dalam pemetaan ruang.Wilayah-
wilayah yang rencananya akan dikeluarkan dari kawasan konservasi dan
kawasan hutan lindung adalah Lemarrang, Padang Lambe, Kambo dan
Battang Barat. Luas keseluruhannya mencapai 1.130 hektar.
Beberapa hasil yang telah dicapai dalam proses tersebut, yaitu;
terdokumentasinya aturan adat, penguatan peran lembaga adat,
tersusunnya dokumen perencanaan kampung, terbentuknya lembaga di
tingkkat lokal dengan 3 (tiga) unit yaitu Unit Kelola, Unit Lestari dan Unit
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Ekonomi, pengesahan wilayah adat To Jambu oleh Tomakaka Ba’tan yang
ditandai dengan penandatanganan bersama Tomakaka Ba’tan, Tomatoa To
Jambu, Lurah Battang Barat, Ketua LPMK dan 3 Ketua RW di peta wilayah
adat To Jambu yang disaksikan langsung oleh Sekda dan WaliKota Palopo,
melahirkan kesepakatan bersama antara pemerintah kelurahan dan lembaga
adat dalam pengelolaan hutan terutama pemanfaatan hasil hutan (kayu dan
non kayu), tersusunnya pengusulan perubahan kawasan oleh masyarakat
dalam rangka revisi RTRW melalui Dinas Kehutanan, dan memfasilitasi
pengakuan MHA To Jambu melalui SK Walikota.
Ruang konflik masyarakat adat di Battang Barat dengan pihak BKSDA
seluas 356, 32 Ha, dan 320,53 Ha dengan pihak Kehutanan. Menurut
Sekretaris Kota Palopo, melalui pertemuan ini kita harus membuat skala
prioritas agar jelas apa-apa saja yang akan ditindak lanjuti secara cepat yang
tentunya tidak keluar dari apa yang diatur dalam mekanisme yang ada.
Tetapi pihak dari BKSDA pada saat pertemuan pihak dari BKSDA tidak
hadir. Maka dari itu sangat diharapkan kedatangan pihak BKSDA agar bisa
mendapat titik dimana, apa yang menjadi keinginan masyarakat adat, begitu
juga apa yang menjadi keinginan pihak BKSDA.
Dinas Kehutanan Palopo juga menyampaikan beberapa wilayah
yang masuk dalam pengajuan RTRW Kota Palopo tahun 2014.
Menanggapi rencana pelepasan kawasan tersebut, Dinas Kehutanan
menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang masuk dalam pengajuan
RTRW Kota Palopo tersebut harus sesuai dengan usulan dari masyarakat
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sehingga perlu mensinergikan antara Peta Wilayah yang dimiliki
masyarakat dan BKSDA serta Dinas Kehutanan agar dalam pengajuan
tersebut betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat dari tiap-tiap
wilayah. Sekkot palopo mengharapkan adanya sinergitas antara
masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi konflik klaim dalam
kawasan hutan.
1.2 Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang telah diteliti
mengenai “Perlawanan Masyarakat adat To’ JambuTerhadap
Penetapan Lokasi Konservasi Alam di Kota Palopo” maka penulis
membatasinya pada persoalan sebagai berikut: Bagaimana bentuk
perlawanan masyarakat Adat To’ jambu dalam penetapan lokasi
konservasi alam Kota Palopo?
1.3Tujuan Penelitian
Mendeskripsikan bentuk dalam perlawanan Masyarakat Adat
To’ Jambu terhadap penetapan lokasi konservasi alam Kota Palopo.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademik :
1. Menjawab fenomena sosial politik yang ada khususnya dalam
perpolitikan lokal.
2. Menunjukkan secara ilmiah mengenai perlawanan masyarakat
adat To’ Jambu dalam penetapan lokasi konservasi alam di Kota
Palopo.
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1.4.2 Manfaat Praktis :
1. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami realitas konflik politik.





Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan beberapa konsep yang
berkaitan dengan penelitian ini akan dibahas beberapa aspek, sebagai
berikut:
2.1Konsep Perlawanan dalam Gerakan Sosial
Pengertian teori gerakan sosial adalah termasuk istilah baru
dalam kamus ilmu-ilmu sosial.Meskipun demikian di lingkungan yang
sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan
sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah
terlalu tinggi kemudian muncul nama seperti Komite Penurunan Tarif
Listrik. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan
seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.
Gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi,
pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan
gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi,
maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu
yakni perubahan yang  mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran
dan kebijakan dasar pemerintah. Namun dari literatur definisi tentang
gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan
yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu
gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa
para pejabat pemerintah atau penguasa. Jika definisi digunakan maka
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gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari
masyarakat yang  menginginkan perubahan pemerintah tapi juga
gerakan yang   berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini
memang ada maka betapa relatifnya  makna gerakan sosial itu sebab
tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.
Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang
dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat  yang  disertai program
terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan
perlawanan untuk melestarikan  pola-pola  dan  lembaga masyarakat
yang ada. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan
dapat dikategorikan sebuah Gerakan Sosial. Gerakan sosial lahir dari
situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakdilan dan
sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan
sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan
rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak
adil. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM, Parpol dan Ormas
yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa dalam suasana
demokratis, masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan
perbaikan sistem atau struktur yang cacat.
Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang
lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut
perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah.Di sini
terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah
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tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan
itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan
sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh
pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur defenisi tentang gerakan
sosial, adapula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah
gerakan yang  anti pemerintah  dan  juga  pro  pemerintah.  Ini berarti
tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga
hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.
Anthony  Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai  upaya
kolektif  untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai
tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action
collective) diluar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan.
Sedangkan Mansoer Fakih menyatakan bahwa gerakan sosial dapat
diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam
rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun
nilai sosial.
Sejalan dengan pengertian gerakan sosial di atas, Herbert
Blumer merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang
yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan.
Robert Misel dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial
mendefenisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan
tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang
untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.
xxvii
Tetapi, David  Meyer  dan Sidney Tarrow,  dalam  karya
mereka Social Movement Society (1998). Memasukkan semua ciri
yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang
lebih inklusif tentang gerakan sosial, yakni: Tantangan-tantangan
bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam
interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau
musuh, dan pemegang otoritas.
2.11 Macam-Macam dan Tipe Gerakan Sosial
Terdapat macam-macam gerakan sosial.Seperti halnya
gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan religius,
gerakan sosial, gerakan radikal, gerakan ideologi, dan kalau kita
menganalisis secara terperinci maka sangat banyak macam-macam
gerakan sosial yang tumbuh di dalam tataran masyarakat.
Keragaman gerakan sosial sangat besar, maka berbagai ahli
sosiologi mencoba menklarifikasikan dengan menggunakan kriteria
tertentu. David Aberle, misalnya, dengan menggunakan kriteria tipe
perubahan yang dikehendaki (perubahan perorangan dan perubahan
sosial) dan besar pengaruhnya yang diingginkan ( perubahan untuk
sebagain dan perubahan menyeluruh). Membedakan empat tipe
gerakan sosial, tipologi Aberle adalah sebagai berikut:
1. Alterative Movement, Gerakan yang bertujuan untuk mengubah
sebagian perilaku perorangan.
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2. Rodemptive Movement, Gerakan ini lebih luas dibandingkan
dengan alterative movement, karena yang hendak dicapai ialah
perubahan menyeluruh pada perilaku perseorangan.
3. Reformative Movement, Gerakan ini yang hendak diubah bukan
perorangan melainkan masyarakat namun lingkup yang hendak
diubah hanya segi-segi tertentu masyarakat.
4. Transformative Movement, Gerakan ini merupakan gerakan
untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.10
2.1.2 Fungsi Gerakan Sosial
Perubahan-perubahan besar dalam tatanan sosial di dunia
yang muncul dalam dua abad terakhir sebagian besar secara
langsung atau tak langsung hasil dari gerakan-gerakan
sosial.Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai
tujuannya, sebagian dari programnya diterima dan digabungkan
kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama
atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial. Saat gerakan
sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat
sebagai berikut:
1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam
pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi
10 Light, Keller dan  Craig Calhoun, Sosiology,  New York, Edisi Kelima, Alfred A. Knopf, 1989,
hlm. 599-600.
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masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan
sejumlah gagasan-gagasan gerakan ke dalam opini publik
yang dominan.
2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang
akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin
meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting.
Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional
menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin
negaranya.
Para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun
mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi elit politik
di banyak negara.Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala
pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para
pemimpin gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam
isu-isu politik. Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan
sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi
bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan
berakhir karena melembaga.
2.1.3 Faktor Penyebab Gerakan Sosial
Ilmu-ilmu sosial dapat dijumpai berbagai penjelasan, baik
bersifat psikologis maupun bersifat sosiologis. Penjelasan yang
sering dikemukakan mengaitkan gerakan sosial dengan deprivasi
ekonomi dan sosial. Menurut penjelasan ini orang melibatkan diri
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dalam gerakan sosial karena menderita deprivasi (kehilangan,
kekurangan, penderitaan), misalnya di bidang ekonomi (seperti
hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pokoknya: pangan, sandang, papan). Para penganut penjelasan
ini menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial dalam sejarah
didahului deprivasi yang disebabkan oleh sosial seperti kenaikan
harga-harga bahan kebutuhan pokok.
Beberapa ahli sosiologi, misalnya James Davies, kurang
sependapat dengan penjelasan deprivasi semata-mata.Mereka
menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial sering muncul justru
pada saat masyarakat menikmati kemajuan dibidang
ekonomi.Oleh sebab itu dirumuskanlah penjelasan yang memakai
konsep deprivasi sosial relatif.11 James Davies mengemukakan
bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus,
namun mungkn saja terjadi kesenjangan antara harapan
masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi kesenjangan
antara pemenuhan kebutuhan yuang diinginkan masyarakat
dengan apa yang diperoleh secara nyata.
Kesenjangan ini dinamakan deprivasi sosial relatif. Apabila
kesenjangan sosial relatif ini semakin melebar sehingga melewati
batas toleransi masyarakat, misalnya karena pertumbuhan
ekonomi dan sosial diikuti dengan kemacetan bahkan
11 Prof. Dr. Kamanto Sunarto, op. cit,.hlm. 198
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kemunduran mendadak maka, menurut teori Davies revolusi akan
tercetus,12 Sejumlah ahli sosiologi lain berpendapat bahwa
deprivasi tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya
gerakan sosial.13
Menurut mereka perubahan sosial memerlukan
pengerahan sumber daya manusia maupun alam (resource
mobilization). Tanpa adanya pergerakan sumber daya suatu
gerakan sosial tidak akan terjadi, meskipun tingkat deprivasi
tinggi. Keberhasilan suatu gerakansosial bergantung, menurut
pandangan ini, padasosial manusia seperti kepemimpinan,
organisasi dan keterlibatan, serta sosial sumber daya lain seperti
dana dan sarana. Deprivasi yang dialami oleh masyarakat kita
pada tahun 1966 tingkat inflasi tinggi yang dampaknya terasa
pada harga kebutuhan pokok, ketidakmampuan terhadap
klebijaksanaan politik dalam negeri kepemimpinan nasional
setelah peristiwa percobaan kudeta  “Gerakan 30 September”.
2.2. Masyarakat Adat
Istilah “masyarakat adat” mulai disosialisasikan oleh para pegiat
gerakan sosial di Indonesia pada 1993, khususnya oleh tokoh-tokoh
adat dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi non
pemerintah yang membentuk Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat
12 Light, Keller dan  Craig Calhoun, op. cit,. hlm. 600-601
13 Light, Keller dan  Craig Calhoun, Ibid,. hlm. 602-604
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Adat (Japhama).Istilah tersebut diadopsi dalam Kongres Masyarakat Adat
Nusantara pertama yang diselenggarakan pada Maret 1999. Peserta
kongres tersebut sepakat bahwa masyarakat adat adalah kelompok
masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di
wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi,
politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (Moniaga 2010; Sangaji 2010).
Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat adat karena merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dinamika masyarakat adat.Hukum adat berbeda
dengan adat istiadat, yang dinamakan hukum adat harus mengandung
sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya.
Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat
merupakan kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu
daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai
kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak
terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami
kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat
alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai
pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari
ikatan itu untuk selama-lamanya. Ada banyak definisi untuk menyebut
siapa "masyarakat adat".
Menurut Tania Murray Li menjabarkan definisi yang tepat
tentang masyarakat adat adalah: "orang yang hidupnya tergantung
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pada sumber daya alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau
kebiasaan". Sementara, di dalam Keputusan Presiden No.111 tahun
1999 disebutkan batasan Komunitas Adat Terkecil) KAT.Yakni,
kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang
atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi,
maupun politik. Kepres juga menyebut ciri-ciri KAT, yakni:
1. Berbentuk komunitas kecil tertutup dan homogen;
2. Pranata sosial bertumpu pada lembaga kekerabatan;
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit
dijangkau;
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi
subsisten;
5. Peralatan dan teknologi sederhana;
6. Ketergantungan kepada lingkungan dan sumber daya alam
setempat relatif tinggi;
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
Hubungan masyarakat hukum dan individu terhadap tanah
selalu mengembang dan mengempes, terdapat hubungan timbal
balik. Hal ini diumpamakan Ter Haar dengan sebuah bola, jika
mendapat tgekanan yang kuat bola mengempes, dan jika
tekanannya berkurang atau melemah bola akan mengembung
kembali. Pendapat Ter Haar ini dikenal dengan teori bola. Pada
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prinsipnya tanah tidak bisa lepas dari masyarakat hukum lain,
kecuali dalam hal-hal tertentu, menurut Ter Haar sebagai berikut :
1. Ada pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya
2. Jika persekutuan hukum dikalahkan dalam peperangan,
atau dapat tekanan dari pemerintahan yang lebih tinggi
tingkatannya
3. Tanah itu jauh dari pusat kehidupan persekutuan
4. Tanah itu tidak subur atau gersang, sangar.
2.3 Hak Ulayat
Hak ulayat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat,
dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini
memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber
daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan
hidupnya.Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki
hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak
terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang
bersangkutan. Menurut UU No.21 2001, hak ulayat adalah hak
persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum tertentu atas suatu
wilayah tertentu yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan,
dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi dari hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua:
xxxv
1. Personal, hak ulayat yang dimaksud dengan hak tanah
komunal itu berfungsi untuk memberikan manfaat dari tanah,
hutan, air dan isinya kepada individu yang tergabung
tergabung kedalam hak ulayat terserbut. Ia dapat mengelola
tanah itu, menjadikannya sebagai mata pencaharian
(berkebun atau bertani).
2. Publik, hak ulayat yang dimaksudnya sebagai hak atas tanah
komunal yang berfungsi sebagai pengendali sosial,
keakraban, serta kekeluargaan. Maksudnya, mereka yang
tergabung kedalam hak ulayat tentu akan beriteraksi antar
sesama anggota, interaksi tersebut tentu didasari pada
hukum adat yang tidak tertulis, selanjutnya, mereka akan
senantiasa berfikir dan bertindak sesuai dengan peraturan
yang mengikat antar anggota tersebut.
Beeschikkingsrecht atau Hak Ulayat merupakan hak yang
dipunyai oleh suatu masyarakat hukum (persekutuan hukum) atau
sebuah desa, serikat desa, untuk menguasai seluruh tanah dengan
seisinya dalam lingkungan wilayah ulayatnya. Beeschikkingsrecht
atau hak ulayat atau hak pertuanan ada yang :
a. Hak-hak yang berlaku keluar
1. Hanya masyarakat hukum atau persekutuan hukum itu sendiri
beserta warganya yang berhak dengan bebas memungut hasil
serta menggunakan tanah-tanah yang berada dalam wilayah
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kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan,
sedangkan orang dari luar persekutuan hukum itu tidak berhak,
kecuali bilamana orang dari luar telah mendapat izin dari
penguasa persekutuan tersebut serta membayar uang
pengakuan, atau uang ganti rugi.
2. Persekutuan hukum itu bertanggung jawab atas segala hal
yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan
yang melawan hukum yang merupakan delik, manakala si
pembuat delik itu tidak di ketahui terutama delik-delik besar,
seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian.
b. Hak-hak yang berlaku ke dalam
1. Hak mengatur pemungutan hasil oleh para waeganya
bedasarkan kepentingan bersama agar masing-masing warga
mendapat bagiannya yang sah sesuai dengan pekerjaannnya
terhadap tanah itu.
2. Persekutuan hukum berhak menentukan tanah-tanah mana
yang boleh dikerjakan oleh anggota-anggotanya dan tanah-
tanah mana yang tidak boleh, artinya diperuntukkan untuk
kepentingan umum, misalnya untuk pekuburan, untuk
pemandian umum.
3. Jika tanah dibengkalaikan oleh anggotanya, maka persekutuan
hukum berhak mencabut kembali tanah yang sudah diberikan
itu.
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c. Hak Perseorangan Atas Tanah
Berlakunya hak ulayat ke dalam, maka setiap angggota
persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah
serta dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat
tersebut.Apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan
hukum dengan tanah tersebut atau dengan isi tanah ulayat, maka
dengan sendirinya anggota ulayat yang demikian memiliki hubungan
tertentu dengan tanah ulayat seperti yang telah juga dijelaskan.
Hubungan tertentu itu dapat berupa hak-hak atas tanah, jika yang
mengadakan hukum tersebut dalam perseorangan  maka kemudian
timbulah hak perseorangan atas tanah itu. Adapun hak-hak
perseorang yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat
adalah:
1. Hak milik atas tanah adalah hak dimiliki setiap anggota ulayat
untuk bertindang atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi
dari lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik ini terdiri dari
hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Hak milik terikat
adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang
terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik
komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik
bersama dari penduduk desa. Sedangkan hak milik tidak
terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada
campur tangan dari hak-hak desa.
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2. Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang
diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk
menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak
lebih dari satu kali saja.Sebenarnya hak ini biasanya diberikan
kepada orang luar lingkungan ulayat yang di izinkan untuk
membuka sebidang tanah dalam lingkungan hak ulayat
setelah panen selesai tanah harus dikembalikan kepada hak
ulayat.
3. Hak terdahulu adalah hak yang diberikan kepada seseorang
untuk mengusahakan tanah itu dimana orang tersebut
didahulukan oleh orang lain.
4. Hak terdahulu untuk dibeli dimana seseorang memperoleh
hak sebidang tanah dengan mengesampingkan oranglain.Hak
ini sering disebut hak wewenag beli dan hal ini dapat terjadi
karena pembeli adalah sanak saudara sipenjual, anggota
masyarakat atau anggota ulayatnya, tetangga dari si penjual
tanah itu sendiri.
5. Hak memungut hasil karena jabatan, Mengenai hak
memungut hasil karena jabatan bisa terjadi karena seseorang
sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh
selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki
jabatan maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya. Tanah
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yang demikian disebut “tanah bengkok”, di jawa barat disebut
“tanah carik”atau “tanah kajaroan”.
6. Hak pakai adalah hak atas tanah yang diberikan pada
seseorang atau kelompok orang untuk menggunakan tanah
atau memungut hasil dari tanah tersebut.
7. Hak gadai dan hak sewa, Hak-hak atas tanah maksudnya
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan, demikian pula tumbuh-tumbuhan, bumi dan air
serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekadar diperlukan
untuk kepentungan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-
Undang ini dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih
tinggi. Pasal 5 Undang-undang No.5 tahun 1960 dinyatakan
bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama”.
d. Kedudukan Hak Ulayat dalam UUPA
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Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA
adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti
oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai
pelaksananya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat diakui sepanjang
menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di
daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan
dihidupkan kembali.
Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di
dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : “Pelaksanaan hak
ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-
Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai
dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka
H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu
masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara
yang lebih tinggi dan lebih luas".
Pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, yaitu seakan-akan
anggota-anggota masyarakat iu sendirilah yang berhak atas tanah
wilayahnya itu, dan seakan hanya di peruntukan masyarakat
hukum adat itu sendiri. Maka sikap yang demikianlah yang oleh
UUPA dianggap bertentangan, hal ini sesuai dengan asas-asas
yang tercantum dalam pasal 1 dan 2. Dalam UUPA dan hukum
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tanah nasional, bahwasanya hak ulayat tidak di hapus, tetapi juga
tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur hak ulayat
dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya.
Karena pada dasarnya hak ulayat hapus dengan sendirinya
melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak
perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan
(uraian 85 dan 106 E).
2.4 Kerangka Pemikiran
Konflik masyarakat adat To,Jambu dengan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam merupakan salah satu perkara sepanjang 5 tahun
terakhir diakibatkan karena adanya pengklaiman tanah yang di lakukan
oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam kepada Masyarakat Adat To’
Jambu konflik masyarakat adat di Battang Barat dengan pihak BKSDA
seluas 356, 32 Ha, dan 320,53 Ha dengan pihak Kehutanan.
Bentuk perlawanan masyarakat adat To’ Jambu kepada Balai
Konservasi Sumber Daya Alam dengan melakukan penolakan dengan
melakukan persuratan lewat kotak pos kepada pemerintah Palopo,
Makassar namun tidak direspon ,dan masyarakat pun memblokade
jalan lintas Palopo-Toraja, hingga cara-cara mediatif dengan pihak-
pihak terkait tapi taka da satu pun pemerintah yang merespon, sampai
akhirnya beliau mengirim surat ke pemerintah pusat (Kehutanan) dan
akhirnya tim dari jakarta pun turun, dalam surat tersebut ia mengatakan
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“ kerusakan atau masalah yang terjadi dikarenakan petani - petani





Bentuk perlawanan masyarakat Adat terhadap
penetapan konservasi alam di kota palopo:
1. Tetap bertahan dan bermukim di tanah
adat yang di kliam oleh BKSDA secara
sepihak.
2. Melakukan persuratan ke pemerintah
Palopo.
3. Melakukan persuratan ke pemerintah
BKSDA.
4. Masyarakat memblokade jalan lintas
Palopo –Toraja.
5. Cara-cara mediatif dengan pihak-pihak















Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Palopo yang
didiami oleh masyarakat adat yaitu masyarakat To’Jambu.Untuk lokasi
yang lebih spesifik yakni di wilayah Kecamatan Wara Barat Kelurahan
Battang Barat. Lokasi masyarakat adat To’ Jambu secara sengaja
dipilih karena dipertimbangkan populasi Masyarakat Adatnya
Kelurahan Battang Barat.
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan ditelaah
dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajiannya merupakan sebuah
deskriptif dan memahami tentang arti peristiwa dan kaitan-kaitannya
terhadap orang-orang yang berada pada situasi tertentu. Aspek
subyektif dari perilaku obyek yang akan menjadi penekanan dalam
pengalian informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih jenis penelitian
kualitatif dengan alasan;
1. Melalui penelitian kualitatif realitas yang terjadi dilapangan
dapat terungkap secara mendalam dan mendetail.
2. Penelitan kualitatif dapat menemukan makna dari suatu




Peneliti menggunakan data Primer. Data yang diperoleh peneliti
dilapangan, melalui observasi di lapangan, melalui observasi,
pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang orang
katakana seringkali berbeda dengan apa yang ia lakukan, dalam
melakukan observasi tersebut, peneliti menggunakan alat perekam.
Selain itu penelitian juga melakukan wawancara dengan informan-
informan kunci. Penulis selain turun ke lapangan, juga meakukan telaah
pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, Koran dan sumber
informasi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pedoman
wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski
tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan- pertanyaan berlanjut.
Pedoman wawancara   digunakan untuk mengingatkan interviewer
mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar
pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau
ditanyakan. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam
penulis membaginya menjadi dua tahap.
Peneliti juga menggunakan arsip atau dokumen mengenai
berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitan
merupakan sumber data yang penting dalam penelitian.Dokumen yang
dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar, atau foto, film, audio-
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visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang
dikumpulkan.
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
mwndalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup
kemungkinan terdapat pertanyyan-pertanyaan berlanjut. Informan yang
dipilih adalah infoman yang benar paham dan mengetahui
permasalahan yang di maksud. Informan yang akan penulis
wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari komponen
masyarakat dan beberapa orang dari lembaga terkait. Pemilih
narasumber dapat berkambang dan berubah sesuai dengan kebutuhan
peneltian dalam memperleh data yang akurat.Penelitian ini berakhir
ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk
menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber penelitian
ini :
1. Pak Ayub selaku ketua adat To’ Jambu
2. Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam
3. Kepala Dinas Kehutanan
4. Sekertaris Kota Palopo
5. Komunitas Wallacea
6. Tokoh Masyarakat Adat
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3.5 Teknik Analisis Data
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam
penelitian kualitatif, ada 3 (tiga) langkah dalam menganalisis data yaitu:
reduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data. Jika dirinci
langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengorganisasian Data, proses penyusunan kembali semua
informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan
topik penelitian. Juga meliputi kategorisasi informasi yang
lebih spesifik, dan menampilkan hasilnya dalam beberapa
format.Cara-cara yang paling umum dalam menampilkan
data adalah teks. Selain juga digunakan matriks, grafik, table
dan sejenisnya.
2. Proses Interpretasi, Meliputi perbuatan keputusan dan
penyusunan kesimplanyang berkaitan dengan pertanyaan-
pertanyaan dalam penelitian. Hai ini meliputi proses
mengidentifikasikan pola-pola dan keajengan, menemukan
kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek-
aspek tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya
perkembangan kearah sudut pandang yang lebih tegas yang
selanjutnya akan menuntun peneliti dalam langkah
selanjutnya. Proses penelitian yang berlanjut akan membantu
untuk merumuskan kembali, menginformasikan dan menguji
validasi dari kesimpulan yang sudah dibuat sampai saat ini.
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Proses ini aan terus berlanjut sampai kesimpulan akhir dapat
tercapai.
3. Penarikan kesimpulan, penelitian ini berupaya untuk




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yang
diperlukan untuk mempermudah memahami lokasi penelitian dengan cara
mendeskipsikan sejarah, letak geografis, luas wilayah, keadaan
penduduk, agama, danbahasa. Masyarakat adat merupakan kelompok
masyarakat yang memiliki sifat-sifat kebersamaan kebudayaan seperti
agama, perilaku budaya, sejarah, geografis dalam batas-batas wilayah.
4.1 Sejarah Kelurahan Battang Barat
Sejarah di Kelurahan Battang Barat merujuk pada sejarah
penguasaan wilayah adat Ba’tan, yakni penguasaan secara turun
temurun dan pengakuan dari wilayah adat tetangga. Masyarakat
Battang Barat menduduki wilayah jauh sebelum kemerdekaan Republik
Indonesia. Salah satu contoh penguasaan wilayah dalam bentuk
kearifan diidentifikasi melalui batas-batas alam seperti punggung
Gunung dan Sungai. Masyarakat Battang Barat mengklaim wilayah
perbatasan disebelah Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana
toraja utara (sekarang) dengan batas punggung gunung. Ciri-cirinya
adalah apabila aliran air kesebalah timur maka itu wilayah adat Ba’tan
sedangkan air yang mengalir kesebelah barat itu adalah wilayah Tana
Toraja.
Masyarakat Battang Barat pernah meninggalkan wilayahnya
pada tahun 1950an karena gejolak perjuangan DI/TII yang dipimpin
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oleh Abdul Kahar Muzakkar dan banyak diantara mereka ikut menjadi
pejuang Revolusi saat itu, setelah pergolakan Revolusi DI/TII
dibubarkan masyarakat Battang Barat kembali ke wilayah mereka
sekitar tahun 1960an dan kembali mengelola wilayah-wilayah mereka
sebelumnya.
Pada Tahun 1989 masyarakat Battang Barat direlokasi ke
Kabupaten Luwu (sekarang Luwu Utara) tepatnya di Kecamatan Lara,
Wilayah VIII, disebabkan bencana longsor yang terjadi pada Tahun
1987.(Ayyub.Tomatua to’Jambu). Namun disebabkan proses relokasi
yang tidak menjamin kehidupan mereka seperti konflik lahan dengan
masyarakat setempat, kondisi lahan yang kurang bagus untuk
pertanian, tempat tinggal dan jaminan hidup yang kurang baik sehingga
masyarakat Battang Barat perlahan-lahan kembali ke wilayahnya.
Pola distribusi serta pola penguasaan lahan yang awalnya
mengacu pada sistem kekuasaan adat menjadikan mayoritas
Masyarakat Battang Barat menguasai tanah tanpa memiliki alas hak
seperti Sertifikat tanah, Proses penguasaan lahan diakui oleh sesama
mereka jika melakukan pengelolaan atas tanah tersebut dan dapat
hilang jika ditinggalkan dan tidak diamanahkan. Adapun alas hak
sertifikat tanah banyak dimiliki oleh para pejabat-pejabat besar serta
menguasai tanah dalam skala besar.Tanah-tanah tersebut kebanyakan
diberikan hak kelola kepada masyarakat setempat dengan mekanisme
lbagi hasil, tanah masyarakat luar ini banyak difungsikan sebagai kebun
cengkeh, Puri dan Rumah.
4.2 Letak Geografis
Kelurahan Battang Barat merupakan salah satu kelurahan dari 5
kelurahan yang berada di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, yang
mana kelurahan Battang Barat adalah pemekaran dari kelurahan
Battang pada tahun 2006. Kelurahan Battang Barat merupakan daerah
yang terletak disebelah barat kota Madya Palopo, provinsi Sulawesi
Selatan, Kelurahan Battang Barat berbatasan langsung dengan
kabupaten Toraja Utara.
Secara geografis Kelurahan Battang Barat merupakan daerah
pegunungan, dihuni oleh masyarakat adat To’ Jambu yang telah ada
sejak zaman Belanda, daerah ini dikenal dengan namakampung To’
Jambu.Kawasantersebut dihuni ± 220 kepalakeluarga.Seiring
berjalannya waktu, Kampung Battang berubah status menjadi Desa
Battang di bawah pemerintahan Kabupaten Luwu. Pada tahun 2004,
Pemerintah memekarkan Desa Battang menjadi 3 kelurahan, yaitu
Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang
Barat. Letak Geografis Kelurahan Battang Barat terletak di Zona 50 S.
0179891 mT- 9673400 mU dan 0172118 mT - 9673048 mU. Kelurahan
Battang Barat secara administrasi terletak di Km 16 – KM 38 disebelah
Barat Kota Palopo yang berbatasan :
Sebelah Barat     : Kabupaten Tana Toraja Utara.
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Sebelah Utara     : Kelurahan Padang Lambe
Sebelah Timur : Kelurahan Battang
Sebelah Selatan : Kelurahan Latuppa dan Kab.Luwu
Luas wilayah Kelurahan Battang Barat adalah 3167.73 Ha14 Luas
Wilayah ini terbagi dari beberapa zona penggunaan lahan antara lain :
Pangngala Tamban/ Hutan Lindung                   : 2381.68 Ha.
Awak Murruk/Hutan Penyangga : 256.18 Ha.
Bela to Buda/ebun Masyarakat : 186.49 Ha.
Bela to salian/Kebun Masyarakat Luar : 75.71 Ha.
Kabo/Bekas Kebun : 201.5 Ha
Kampong/Perkampungan : 46.24 Ha
Gambar 4.1. Peta Kelurahan Battang Barat
14(Hasil Pemetaan Partisfatif Masyarakat Battang Barat,PBS,SLPP,Wallacea :2010).
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4.3 Kondisi Masyarakat Battang Barat
Masyarakat Battang Barat yang merupakan bagian dari
Komunitas Adat Ba’tan masih mempraktekkan cara hidup leluhur
seperti Pengelolaan Hutan dan Hukum adat. Kelurahan Battang Barat
terdiri dari tiga RW yakni zona bawah RW 1/ Paredean terletak di KM
16- 26, Zona tengah RW 2/Tanete terletak di KM 27-29, zona atas RW
3/Puncak terletak di KM 30-38.Mayoritas penduduk masyarakat
Battang Barat beragama Islam dengan jumlah kepala Keluarga
sebanyak 247 KK atau ± 966 Jiwa (Samri :Staf Kelurahan Battang
Barat).
Kelurahan Battang Barat memiliki Potensi Sumber Daya Alam di
sektor wisata karena bentangan alam pegunungan serta aliran-aliran
sungai yang relatif besar dan bersih.Potensi sungai di Battang Barat
sekarang ini difungsikan sebagai sumber energi listrik (PLTMH) yang
letaknya di Paredean (Sungai Bambalu).Potensi hewan yang khas dan
menjadi sumber perekonomian warga adalah kupu-kupu, namun tidak
menjadi rutinitas karena dikelola ketika mendapatkan pesanan dari luar
wilayah seperti pesanan dari Bantimurung.
Potensi Alam di sektor Hutan seperti rotan, Kayu dengan
berbagai jenis dan damar. Potensi rotan dengan berbagai jenis saat ini
jarang dikelola oleh masyarakat battang barat karena adanya konflik
dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wil III Sul-Sel,
dari sektor Hutan Masyarakat memanfaatkan pohon nira untuk disadap
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dan dijual ke kampung tetangga (Tana Toraja).seperti Sungai yang
bersih secara umum masyarakat Battang Barat merupakan Petani
dengan ciri khas Pertanian Dataran Tinggi dan pedagang (warung) di
sepanjang jalan poros Trans Sulawesi dan banyak diperankan oleh
wanita.Secara sfesifik penghasilan masyarakat Battang Barat dari
sektor pertanian seperti Hasil Cengkeh,Kopi, Durian, Langsat serta
serta sayur-sayuran, sedangkan dibidang perdangan seperti Penjualan
air nira manis ke tana toraja, warung makan, dodol (baje khas battang
barat).
Konflik Lahan dengan Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA)
Wil III Sul-Sel menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan
pemanfaatan sumber daya alam seperti Rotan, Kupu-Kupu serta hasil
hutan lainnya, Kondisi ini memaksa Masyarakat Battang Barat dalam
memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dimiliki dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, bagaikan mencuri Harta sendiri.
Akses masyarakat Battang Barat tidak hanya dibatasi oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wil III Sul-Sel pada
pemanfaatan Sumber Daya Alam tetapi sampai pada klaim tanah
perkebunan dan tanah perumahan masyarakat, hal ini tentunya
menjadi faktor yang sangat merugikan masyarakat Battang Barat
secara ekonomi, politik dan budaya. Pemisahan Hak atau Acces
Masyarakat Battang Barat dari wilayah mereka menjadi sumber konflik
yang berkepanjangan, menciptakan perseteruan, kriminalisasi dan
liv
perampasan hak, seperti yang dialami oleh Bapak Dani Anton/
Mantong dan beberapa warga lainnya.
Tabel 4.1. Sumber Penghidupan





















Tabel 4.2. Analisis sumber penghidupan




4. Kupu kupu (Hn)
5. Aren (Hn)
6. Cengkeh (HK)





12. Jagung (Hk )
13. Rumah makan (sl)
14. Jualan baje dll (Sl )
15. Buruh tani (sl)


















































4.4 Sistem Pengelolaan dan Penggunaan Tanah
Proses Distribusi Tanah di Wilayah Battang Barat sebelumnya
ditentukan oleh Pemangku adat atau tomatua to’jambu.Baik itu untuk
penggunaan rumah atau perkebunan. Proses didtribusi ini tetap
meperhatikan kondisi alam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat
adat Ba’tan seperti, larangan mengelola “litak mindoke jio langi’” atau
tanah yang bergantung di atas langit. Kearifan ini bermakna larangan
untuk mengelola tanah yang memiliki kemiringan yang sangat terjal,
karena dapat membawa musibah serta hasil yang kurang baik.
Masyarakat Battang Barat sangat memperhatikan kondisi-
kondisi alam dalam melakukan pengelolaan tanah sehingga Luas
wilayah yang berada dalam klaim mereka tak semuanya dikelola, hal
ini mengingat kondisi geologis wilayah yang dominan terdiri dari
pegunungan dan tanah-tanah yang memiliki lapisan batu. Masyarakat
Battang Barat banyak menggunakan tanah-tanah yang relatif datar dan
difungsikan untuk Pembangunan Rumah serta perkebunan.
Masyarakat Battang Barat dalam mengelola wilayahnya selalu
memperhatikan kearifan lokal sehingga mereka menggunakan lahan-
lahan perkebunan dominan untuk tanaman-tanaman jangka panjang
seperti cengkeh, Nira dan tanaman buah (durian, langsat,rambutan
dan mangga).Adapun tanah-tanah yang datar dan jauh dari akses
perkampungan dikelola untuk tanaman sayur-sayuran dan buah seperti
tomat, cabai,salak, labu dan lain sebagainya.
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4.5 Kampong to’ Jambu
Visi : Mewujudkan kampung To Jambu kelurahan battang barat




1. Melakukan penataan dan pengembangan produksi
pertanian,
2. Membangun kelembagaan ekonomi rakyat,
3. Peningkatan dan pengembangan SDM kampung
adat.
b. Kampung Adat
1. Memperjelas wilayah teritorial adat,
2. Kelembagaan adat dan perangkatnya,
3. Memperkuat fungsi dan aturan aturan adat dalam
kehidupan bermasyarakat.
c. Lestari
1. Pengelolaan SDA secara berkelanjutan,
2. Melakukan perlidungan pada wilayah wilayah
tertentu.
d. Mandiri
1. Memperjuangkan hak atas tanah,
2. Pemanfaatan dan penguasaan tanah.
e. Nilai – Nilai
1. Mesa’ Kada diputuo pantan kada dipomate,
2. Sirui nekke tang sirui Nokko,
3. Sibengan tang sipeta’dai
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Gambar 4.2. Struktur Masyarakat To Jambu
Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14 september 2014
bersama dengan tomakaka dan beberapa tokoh masyarakat adat
to’ jambu disepakati untuk membentuk struktur harian masyarakat
adat to’ jambu untuk mendukung dan membantu aktivitas kerja
tomatua, berikut struktur harian masyarakat adat to’ Jambu :




Rw 1 : jamaluddin
Rw 2 : pak hasim
Rw 3 : pak da’li
Aturan adat to ‘jambu tentang Pemanfaatan Zona
 SALU / SUNGAI
Pemanfaatan Sungai :
1. Dimanfaatkan Batu dalam skala kecil, untuk ramuan Rumah
dan Fasilitas Umum
2. Mengambil ikan sesuai dengan aturan yang ada
3. Mandi dan Kebutuhan Air Minum
Aturan dan Sanksi :









Denda minimal Rp. 200.000,- /Kubik
2.   Dilarang Menebang Pohon Radius 10 M dari Pinggir
Sungai kecuali se Izin Pemangku Adat
Denda minimal Rp. 2.500.000,/kubik
3. Dilarang Membuang Sampah/Limbah
Denda minimal Rp. 100.000,/satu kali buang
4. Dilarang Strom dan Meracun ikan
Denda minimal Rp. 500.000,-/Satu Kali Strom
4. Dilarang membangun peternakan di dekat pinggiran sungai
dan membuang limbahnya kesungai.
denda minimal Rp 5.000.000,-
 Panggala Tamban/Hutan Primer
“Panggala Tamban adalah Hutan yang Dilarang untuk dikelola
baik secara Individu maupun Publik”
Pemanfaatan :
1. Kawasan Penyangga dan Resapan Air
2. Kelestarian Alam dan Ekosistem yang hidup didalamnya (
Flora dan Fauna)
3. Dapat dimanfaatkan hasil Hutan non kayu (Madu, Rotan,
Anggrek, dll) se Izin Pemangku Adat
4. Dapat dimanfaatkan Kayu Limbah (Tumbang dengan
sendirinya) dengan seizin Pemangku Adat to’Jambu
5. Kupu-Kupu Dapat diambil pada saat musimnya, dengan
izin Pemangku Adat setempat
Aturan  dan Sanksi :
1. Dilarang menebang Kayu untuk kepentingan Individu dan
Publik
a.  Denda 25.000.000,-/ Kubik.
b. Kayu disita
c. Menanam kembali serta merawatnya sampai
tegakan seperti Pohon yang telah ditebang
2. Dilarang mengambil rotan dengan cara menebang kayu
disekelilingnya
Denda 25.000.000,-/Kubik
3. Dilarang berburu (Monyet, Burung)/babi
 K A B O ( bekas kebun dan Kampong tua  Masyarakat
To’Jambu”)
Pemanfaatan :
- Dapat digunakan Kayunya untuk Ramuan Rumah
Masyarakat To’Jambu dengan seizin pemangku adat
- Dapat digunakan untuk membuat Rumah dengan
pertimbangan kelayakan bentangan Alam dengan seizin
pemangku adat
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- Dapat digunakan Hasil Non kayunya  (Rotan, Damar,
Anggrek,dll)
- Dapat dijadikan kebun sesuai dengan sistem
pengelolaan/pemanfaatan kearifan masyarakat adat
To’ Jambu
Aturan ;
- Dilarang memperjualbelikan dan mensertifikatkan tanah
tersebut
Denda ; 1 Kerbau Dewasa
- Penebangan kayu sesuai dengan izin pemangku Adat
a. Kayu disita
b. Denda 5.000.000/Kubik
Jika ditinggalkan (Tanah) dikembalikan kuasanya kepada
Adat.
 Awak Murruk
“Awak Murruk Adalah Wilayah yang terjal dan tidak bisa
dikelola”
Pemanfaatan:
- Sebagai wilayah penyangga
- Pemanfaatan Hasil non kayu (Madu, Anggrek, Tuak)
Aturan dan Sanksi:
- Dilarang berkebun dan membangun rumah di wilayah
tersebut
Denda ; 1 kerbau dewasa/tedong san pala’
- Dilarang menebang Kayu
Denda 1 Kerbau Dewasa//tedong sang pala’
- Bagi Masyarakat yang mengambil Madu, Anggrek,Aren
dilarang untuk menebang kayu.
- Dibolehkan menebang kayu yang dianggap
membahayakan terjadinya longsor dengan seizin
Pemangku Adat.
Catatan :
Bagi Masyarakat yang memiliki kebun diwilayah tersebut
sebelum aturan ini disepakati, dilarang untuk :
1. Dilarang Menggunakan Herbisida (menyemprot) dan
sejenisnya
2. Dilarang mencangkul dan membersihkan kebunnya kecuali
didaerah Batang pohon
3. Dilarang memperluas wilayah kebunnya
4. Dilarang menanam kembali atau menambah tanaman
dikebun tersebut
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5. Diharapkan Meninggalkan kebun tersebut setelah
Tanamannya mati
6. Dilarang memupuk selain pupuk organic
 Banua / Perkampungan
Pemanfaatan :
1. Perumahan/banua dapat didirikan sesuai dengan
pemanfaatan wilayah
(Lihat Peta)
2. Mendirikan rumah dengan seizin Pemangku Adat to’Jambu
Aturan dan Sanksi ;
- Dilarang mendirikan rumah tanpa seizin pemangku Adat
to’jambu
- Dilarang membuat rumah di Bibir Sungai
Rumah di Bongkar
- Dilarang membuat rumah di lombok/lembah sungai
Rumah di Bongkar
- Dilarang membuat rumah didaerah rawan longsor/
Rumah di Bongkar
- pengecualian untuk warung.
 Uma/Sawa
 Pemanfaatan :
- Uma/Sawah adalah wilayah yang diperuntukkan untuk
pertanian
 Aturan :
- Dilarang merubah fungsi tanah tersebut kecuali tanaman
sayur sayuran dan Perikanan
 Bela’/ Kebun
Pemanfaatan :
Wilayah tersebut digunakan untuk tanaman jangka panjang
seperti Kopi, cengkeh, dan buah-buahan.
Aturan :
- Dilarang menyemprot dilahan/kebun yang kemiringannya
50 derajat keatas
- Dilarang membabat sampai mengeluarkan akar.
- Dilarang membakar Rumput yang sudah diseprot dan
dibabat.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Dinamika kehidupan Masyarakat Adat To’ Jambu dalam
Penetapan Lokasi Konservasi Alam Kota Palopo
Masyarakat adat adalah sebuah dari fakta sosial. Masyarakat adat
di Indonesia telah hadir sejak lama. Bahkan, eksistensi masyarakat adat di
Indonesia telah ada sejak Republik Indonesia belum terbentuk pada tahun
1945. Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, masyarakat adat
yang bertumpu pada keseimbangan alam dan hukum lokal yang berlaku
dalam masyarakat adat itu sendiri, pola kehidupan masyarakat adat
seperti tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi
kelangsungan hidup masyarakat adat.
Indonesia pasca proklamasi mengalami pergolakan di tingkat
nasional maupun di tingkat lokal. Di tingkat lokal pergolakan yang
dirasakan bagi masyarakat di daerah-daerah. Berbagai pemberontakan
terjadi di tingkat lokal dikarenakan banyak kelompok-kelompok yang
merasa tidak puas dengan keputusan di tingkat nasional mengenai bentuk
Negara federal atau Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diputuskan
pada konfrensi meja bundar (KMB). Pergolakan juga terjadi di daerah
Sulawesi Selatan. Ketika tahun 1950an, Kabupaten Luwu juga merasakan
pergolakan tersebut. Pergolakan yang terjadi di Kabupaten Luwu pada
tahun 1950an dengan bentuk pemberontakan, hal tersebut memiliki
dampak bagi masyarakat adat yang berada di Battang Barat, dimana
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pemberontakan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Masyarakat adat Battang
Barat merupakan salah satu kelompok masyarakat yang merasakan
dampak dari pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar tersebut.
Kehidupan dari masyarakat adat di daerah Battang, terbilang cukup
makmur. Masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam disekitarnya.
Kehidupan masyarakat adat Battang Barat dapat dikatakan tercukupi,
dikarenakan mereka hidup dengan pola kehidupan yang ditentukan oleh
pemangku adatnya atau Tomatua To’Jambu. Namun, ketika terjadi
pemberontakan mereka terpaksa meninggalkan daerah tempat tinggalnya,
hal tersebut dikarenakan adanya seruan dari pemerintah dearah untuk
meninggalkan daerahnya. Pemerintah daerah mengkhawatirkan
pemberontakan akan sampai di daerah Battang dan juga pemerintah
daerah mengkhawatirkan akan terjadi bencana alam mengingat daerah
yang ditinggali oleh masyarakat adat Battang Barat rawan akan terjadinya
longsor.
Masyarakat Battang Barat (Masyarakat Adat To’ Jambu) pernah
meninggalkan wilayahnya pada tahun 1950an karena gejolak perjuangan
DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar dan banyak diantara
mereka ikut menjadi pejuang Revolusi saat itu, setelah pergolakan
Revolusi DI/TII dibubarkan masyarakat Battang Barat kembali ke wilayah
mereka sekitar tahun 1960an dan kembali mengelola wilayah-wilayah
mereka sebelumnya.
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Sekitar tahun 1960 warga yang kembali ke daerah perkampungan
to’ Jambu, bermukim serta mengelola lahan yang semula tinggalkan.
Selain masyarakat asli yang datang menempati lahan tersebut, datang
juga masyarakat dari luar kampung to Jambu. Secara geografis Daerah
Battang Barat merupakan pegunungan berpotensi untuk terjadinya
longsor. Tahun 1987 terjadi longsor yang mengakibatkan 5 korban jiwa
satu janda, dua orang suami istri, serta dua lagi korban laki laki dewasa
dan perempuan. Setiap keluarga korban diberikan santunan 5 juta, Bupati
Luwu pada saat itu masih dijabat oleh Mubaradappi. Pemerintah provinsi
membuat kebijakan relokasi terhadap warga Battang Barat. H. Hamzah,
kepala desa Battang Barat menandatangani kesepakatan transmigrasi
warga ke Luwu Utara Kecamatan Lara (Lara VIII) sebagai hasil dari rapat
pertemuan dengan pemerintah provinsi dan Kotip Palopo.
Kebijakan transmigrasi tersebut menimbulkan permasalahan,
Warga to’ jambu menolak pemindahan, dikarenakan tidak adanya warga
yang terlibat didalam pengambilan keputusan itu, warga to’ jambu
menolak termasuk Ayyub (sekarang to mato ba’tan) ketua RT pada saat
itu. Ayyub melakukan penolakan dengan melakukan persuratan lewat
kotak pos kepada pemerintah Palopo, Ujung Pandang namun tidak
direspon, sampai akhirnya mengirim surat ke pemerintah pusat
(Kehutanan).
Warga yang telah di transmigrasikan ke daerah Lara, tepatnya di
Kecamatan Lara, Kabupaten Luwu Utara disediakan lahan seluas 1 ¼
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hektar termasuk di dalamnya rumah tempat tinggal, serta dijamin biaya
kehidupan selama satu tahun. Sekitar satu tahun di lahan transmigrasi,
timbul konflik tanah antara penduduk asli dengan warga Battang Barat.
Manggabarani, yang pada saat itu menjabat Kapolda Sulawesi Selatan
datang ke lokasi untuk menyelesaikan masalah tersebut namun timbulnya
konflik tersebut membuat masyarakat adat to’ Jambu merasa tidak hidup
nyaman. Akhirnya sejak tahun 1989 warga Battang Barat kembali daerah
asal adat to Ba’tan di Battang Barat meskipun tidak bersamaan.
Kehidupan masyarakat adat Ba’tan di daerah asal mereka pasca
pemberontakan, ternyata membuat konflik baru. Awalnya warga
menempati kembali daerah yang telah mereka tinggali pada saat ikut
dalam transmigrasi. Timbul konflik-konflik yang mengakibatkan
ketegangan antara warga dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA). Konflik yang terjadi seperti pencabutan tanaman perkebunan
warga seperti kopi, cengkeh, selain itu hasil kekayaan alam hutan berupa
rotan, kayu kering yang diambil dari hutan dipotong potong oleh petugas
BKSDA.
Masalah ini bermula dari penetapan kawasan hutan lindung tahun
1983 oleh Menteri Kehutanan yang tidak partisipatif. Pemetaan penetapan
kawasan hutan lindung itu tidak diketahui oleh warga Battang Barat.
Kebijakan ini mengangkat kembali konflik antara masyarakat
Katomakakaan Battang dengan pemerintah dalam hal ini BKSDA.
Pemerintah berkeyakinan bahwa status tanah-tanah tersebut merupakan
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kawasan hutan negara dan telah dikuasai serta diselesaikan penataan
batasnya sejak tahun 1932, berdasarkan peta tatabatas yang ditetapkan
oleh Zelf Bestuur Nomor 85 tanggal 16 Februari 1932 kawasan Hutan
Nanggala III yang terletak di Kecamatan Wara Utara Kotip Palopo,
Kabupaten Daerah Tinggkat II Luwu, Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Di lain pihak, masyarakat
adat to makaka Battang telah menggarap tanah-tanah tersebut secara
turun-temurun jauh sebelum jaman Belanda sebagai tanah-tanah
perladangan dan pemukiman.
5.2 Sejarah Perlawanan Masyarakat Adat To’ Jambu dalam
Penetapan Lokasi Konservasi Alam Kota Palopo
Sebagian besar penduduk Battang Barat terdiri atas masyarakat to
makaka Battang yang masih mempraktikkan cara hidup dengan
memanfaatkan kawasan pertanian hutan. Pada tahun 1992, daerah hutan
lindung di kelurahan ini dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam dengan nama Taman Wisata Alam
Naggala III. Kebijakan tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat
adat setempat. Saenal15 mengatakan :
“Masalah adat yang lebih tau masalah masyarakat adat karena dia
sebagai pemangku adat dan kenapa kita angkat dia masyarakat
adat karna terkait dengan konflik dengan konservasi selama ini
karena satu-satunya jalan bagaimana kita ini bisa keluar dari
konservasi itu yang pertama, sehingga kembali angkat itu adat
15 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
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walaupun sebelum-sebelumnya itu memang berlaku di masyarakat
tapi terkait bagaimana dengan hubungan sosial masyarakat.”
Sangat tepatlah menurut Tania Murray Li menjabarkan definisi yang
tepat tentang masyarakat adat adalah: "orang yang hidupnya tergantung
pada sumber daya alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau
kebiasaan hak milik atas tanah adalah hak dimiliki setiap anggota ulayat
untuk bertindang atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari
lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik ini terdiri dari hak milik terikat
dan hak milik tidak terikat. Hak milik terikat adalah semua hak milik yang
dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat
adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi
milik bersama dari penduduk desa.
Pada Tahun 1992, saat itu Kota Palopo masih berada dalam
wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Luwu, Pemerintah
menerbitkan SK Mentri Kehutanan Nomor : 663/Kpts-II/92 yang ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992 Tentang Perubahan Fungsi dan
Penunjukan sebagian kawasan hutan lindung Nanggala III yang terletak di
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Provinsi Sul Sel  500 Ha menjadi
Taman Wisata Alam Nanggala III. Seluas  400 Ha wilayah pemukiman
dan Lahan garapan masyarakat tepatnya di Dusun To’ Jambu, yang sejak
turun temurun didiami dan dihuni oleh masyarakat sebanyak  170 KK
lxviii
atau 684 Jiwa, diklaim oleh BKSDA sebagai wilayah Konservasi Taman
Wisata Alam Naggala III. Saenal16 mengatakan :
“Tahun 1992 itu SK di atasnya 1992 tapi kalau SK itu mengacuh
pada tahun 1992 itu SK pusat menunjukan .kenapa kita komplen
dengan itu pada saat terjadi longsor dulu kan distu baru memanas
ini barang karna banyak melakukan perusakan terhadap tanaman
masyarakat sedangkat kopi itu di cabut itu terjadi dulu sehingga
juga masyarakat merasa bahwa seolah-olah kita ini dianggap
sebagai apa, makanya kita melawan karna tidak sejalan dengan
aturan walaupun dikonservasi ada aturan seperti itu bahwa tidak
boleh menebang,membunuh tanaman. kan masyarakat tidak tau
bahwa undang-undang seperti itu berlaku masyarakat bahwa hak
kami itu di konserfasi.
Pemerintah tidak pernah melibatkan warga Battang Barat dalam
penentuan tapal batas kawasan hutan lindung apa lagi daerah ini adalah
kawasan adat dan batas wilayah telah ada sejak zaman pra kemerdekaan.
Saenal17 mengatakan :
“Kalau kami disini sebagai masyarakat kan tentunya kenapa
mengambil satu alasan dengan masyarakat adat karena memang
secara umum Batang itu masih ada Tomakakanya jadi sejak dulu
sampai sekarang itu masih eksis, ada Tomakaka jadi itu
menandakan bahwa Batang itu adalah bagian dari masyarakat adat
sama hanya dengan Luwu Raya masih diakui ada datu. Battang itu
punya Tomakaka tapi kalau diliat dari stuktur adat turun yang kita
anggap penting itu yang kita jalankan. Tapi pada kenyataannya
kalau sekarang kita liat itu kan hilang terkait masalah konservasi
kita memang dulu tidak tau asal usulnya sampai konservasi hadir di
tengah-tengah kita.”
Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan
sebagai konsepsi yang komunalistik religius yaitu yang memungkinkan
16 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
17 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
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penguasaan tanah secara individual, dengan hak – hak atas tanah yang
bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat
komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota
masyarakat hukum adat atas tanah.
Peralihan fungsi hutan, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan No. 677/Kpts-11 1998  tentang hutan kemasyarakatan,
serta Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 menjadikan
akses masyarakat Battang terhadap hutan terbatas, hal tersebut membuat
masyarakat Battang merasa kehilangan haknya dalam mengelolah
sumbar daya hutan.  Masyarakat Battang Barat berharap penderitaan
berakhir dan dapat menikmati fasilitas dari pemerintah layaknya
masyarakat Palopo lainnya. Mama Lia18 mengatakan:
“Kita tidak mau, harus berkeras untuk mempertahankan tanah adat
yang sudah kita tinggali dari turun-temurun  apapun yang terjadi
kita sebagai masyarakat pedagang akan tetap tinggal di kawasan
ini.yang hanya kita inginkan adalah pengakuaan dari pemerintah
biar kita juga tenag mencari kehidupan disini dengan cara jual-
jualan di pinggir jalan. Sebenarnya kita disini masih keadaan was-
was karena pihak dari BKSDA selalu memantau keadaan yang
sedang kita lakukan setiap berdagang.”
Hal senada juga dikatakan Saenal19 :
“Itu kan konservasi itu berjalan pertama-tama itu saya kebetulan
masih sekolah pada saat itu .Itu konservasi itu sudah ada. Tapi kita
tidak tau apa itu fungsinya setelah 1990 baru saya tau konservasi
itu seperti ini aturannya. Saya melihat di masyarakat ternyata ini
konservasi bertujuan untuk melarang. tapi selama dia bertugas di
18 Wawancara dengan Mama Lia selaku Pedagang di Batang Barat, Tanggal 29 Mei 2016 Pukul
10.05 Wita di Warung Poros Palopo Toraja
19 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
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sini tidak pernah menyampaikan bahwa tugas kami untuk disini
seperti ini. Tidak pernah menyampaikan kedua bahwa wilayah ini
sudah menjadi milik kami itu juga tidak pernah dia sampaikan
pokoknya selama dia berada disini hanya mondar mandir saja
dapat informasi. Ada itu di Bambalu batasnya dulu tapi masyarakat
acuhkan itu karena masyarakat kita awan juga mereka tidak tau
apa itu maksudnya ini mungkin dia sangkakan kaya kehutanan saja
bahwa seperti itu.”
Kampung To’Jambu yang sekarang berubah status menjadi
Kelurahan Battang Barat. Tanpa sepengetahuan warga setempat, Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menguasai wilayah Battang
Barat seluas 968,82 Ha dengan panjang batas 16,001,08 meter.
Akibatnya warga Battang Barat kehilangan hak atas pemukiman dan
wilayah kelola. Akibat lebih jauh adalah lumpuhnya kekuatan kontrol
warga Battang Barat pada aspek sosial, politik dan budaya.  Kehadiran
kawasan Hutan Wisata Nanggala III, BKSDA melarang keras masyarakat
Battang Barat menanam pohon, menebang pohon, mengambil hasil hutan,
dan membangun rumah baru di wilayah kelola sendiri. Namun hal ini
menjadi kekecewaan masyarakat, karena masyarakat adat sebenarnya
memiliki hukum adat yang juga peduli terhadap kelangsungan lingkungan
dimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara komunal
Saenal20 mengatakan :
“Itu norma-norma aturan adat kan tidak tertulis tapi hanya lisan
secara turun temurun tapi kan adanya persoalan seperti ini dan kita
juga melihat bahwa ini akan pudar nanti nya maka kita tuliskan
dilarang memotong kayu di hutan apabila melakukan ada yang
melanggar itu maka di denda satu kerbau itu adalah aturan yang
20 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
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kita tuliskan itu begitu juga membangun rumah itu harus
sepengetahuan dengan pemangku adat artinya harus meminta izin
dulu kalau boleh membangun rumah disini atau tidak. Nanti kalau di
iyakan dari pemangku adat baru kita bisa membangun rumah di
situ. Bahkan aturan-aturan lokal memang aturan itu ada malah
selama ini kita melihat tanpa adanya konservasi secara patroli. Kita
melihat Battang Barat keseluruhan tidak ada yang rusak itu artinya
bahwa masyarakat disini memang betul bertanggung jawab penuh
terhadap lingkungannya karna kami juga sudah menyampaikan
bahwa kami tidak sama dengan kamba. kan kalau kamba
membabat semua tapi kalau kami disini tidak mencabut akarnya
cuman atas dipotong dua bulan kedepan tumbuh lagi besar. Jadi
kami memang tidak mencabut akar kapan kami mencabut akar kita
kawatir datang hujan terjadi longsor. ini kan terjadi longsor Tahun
2009 itu mungkin satu teguran karna 20 tahun baru terjadi longsor
lagi.
Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat
diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat yang
dalam kenyataannya masih di akui sebagai pengemban tugas
kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah
ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum
adat yang bersangkutan. Selain mengakui, Hukum Tanah Nasional
membatasi pelaksanaannya, dalam arti pelaksanaannya harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan Kepentingan Nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Pengakuan terhadap keberadaan Hak Ulayat dapat terlihat dalam hal, jika
dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan
pembangunan, dilakukan melalui pendekatan dengan para penguasa adat
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serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat
istiadat setempat.
Masyarakat Battang Barat merasa dengan Kearifan lokalnya
terbukti telah menjaga Hutan yang sampai saat ini masih lestari. Namun
hal berbeda dikatakan Kornelius21 :
“Seakan-akan kami melarang disana padahal tujuan konservasi
begitu, itu konservasi ada masyarakat ada kawasan yang perlu
dilindungi ada tempat rekreasi masyarakat salah itu hari karena di
pikir kami mau di pindahkan katanya mau dipindahkan atau
melarang disitu padahal justru ditetapkan supaya jangan terjadi lagi
masalah lagi karena berapa kali mi longsor.”
Luas wilayah masyarakat adat Ba’tan di Kelurahan Battang Barat
adalah sekitar 3167,73 Ha. Pasca pemetaan wilayah adat, masyarakat
meminta pemerintah untuk melepas sebagian kecil (655,51 Ha) dari
wilayah tersebut dari penetapan kawasan konservasi dan kawasan
lindung. Sejak BKSDA mengklaim wilayah kelola mereka sebagai Hutan
Wisata Nanggala III, masyarakat Battang Barat melakukan perlawanan,
namun sampai saat ini perjuangan tersebut belum menuai hasil yang
diharapkan. Tomatua22 mengatakan:
“Asal mulanya jadinya konflik terhadap BKSDA yaitu, datang
masyarakat banyak tidak tau apa-apa na. Begini kelurahan Battang
,Battang Barat dan Padang Lambe adalah satu komunitas adat
yang bernama masyarakat to’Jambu menjadi tiga kelurahan tanpa
adanya sosiaisasi dari pihak BKSDA. Masyarakat adat to’ Jambu
kaget dengan adanya papan yang napasang oleh BKSDA mulai
dari bendungan PDAM batas tanah adat wilayah konservasi kita tau
bahwa konservasi tujuaannya menjaga hutan dengan satwa, nah
21 Wawancara dengan Kornelius selaku Pihak BKSDA, Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSD
22 Wawancara dengan Tomatua selaku Masyarakat Adat, Tanggal 25 Mei 2016 Pukul 15.35 Wita
di Rumah Tomatua
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kenapa manusianya dengan tanahnya diambil juga? Itu sudah kita
pahami, nah tidak boleh begini sebab perlindungannya itu
melindungi satwa, hutan memang asal mulanya itu pasang papan
di pohon malamnya dicabut dan dibuang karena belum pakai
mengerti, kenapa ada begini apa tujannya konservasi begini?
setelah mulai adanya sengketa, selain dibuang anak muda itu
membuang papan yang di pasang  setelah itu bencana sebelumnya
itu belum terlalu ganas. Setelah terjadinya bencana mau mi
dipasang pipa PLTA di bawa kekampung sana turun, itu pun marah
karena rebah itu daun dan rumput itu bahkan kayu-kayu kecil itu
tergeser juga mulai mki itu keras bahkan dipinggiran tanaman
orang tua dulu dia tanami dengan tanaman orang tua dulu dia
tanami dengan tanaman lain. Disitu mulai naik emosi masyarakat
adat setelah itu ada mi ketegasan buat masyarakat to’Jambu tidak
boleh membangun bangunan baru, apa penyebab terjadinya
karena sudah wilayahnya karena ada kalimat tapi bukan kalimat ku
ya ini kalimat yang paling memarahkan bahwa ‘rumah mu tetapi
tanah ini adalah milik BKSDA’. Karena pernah terlanjur pohon
durian di tebang na marah BKSDA.”
Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa gerakan
sosial yang terjadi dilakukan masyarakat Batang Barat sesuai dengan teori
gerakan sosial yang ditawarkan oleh Robert Misel, yang mengatakan
bahwa gerakan sosial merupakan seperangkat keyakinan dan tindakan
yang tidak terlembaga yang dilakukan sekelompok orang untuk
menghalangi perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial yang
dilakukan oleh masyarkat adat To’ Jambu  dalam penetapan lokasi
konservasi alam di kota Palopo tergolong sebagai garakan konservatif,
dalam gerakan konservatif masyarakat yang melakukan perlawanan
dilandaskan keinginan menjaga norma-norma yang ada, nilai, hukum adat
dan sebagainya. Analisis penulis, bahwa ketika pihak BKSDA “mengambil
alih” hutan yang ditmpati oleh masyarakat Adat Battang secrara turun
temurun, maka tentunya masyarakat Battang akan melakukan perlawanan
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terthadap BKSDA, karena masyarakat menganggap dengan terbatasnya
akses ke hutan akan menyebabkan perubahan norma dan kebiasaan
yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Adat.
BKSDA dengan segenap hukumnya sesuai dengan UU No 5 Tahun
1999 telah menjerat Pemerintah Kota Palopo untuk memenuhi tanggung
jawabnya kepada Masyarakat Battang Barat, BKSDA hadir di Battang
Barat sejak tahun 1999 berdasar pada hasil "Keputusan Menteri
Kehutanan No 663/Kpts-11/1992”, dilanjutkan oleh “Keputusan
Gubernur No 276/ IV/1999” dan diperkuat dalam “Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No 890/Kpts-II/1999”, tentang perubahan
status Hutan Lindung Menjadi Hutan Taman Wisata Alam, seluas 500 Ha.
Skema peralihan Hutan Lindung menjadi Taman Wisata Alam dan
mendapatkan Penambahan Wilayah pada Tahun 2004 dengan skema
pengajuan yang dilakukan oleh Walikota Palopo Pembangunan
PUSKESKEL dianggap menyalahi Hukum dan aturan karena melakukan
perubahan Fungsi sesuai UU No 5 Tahun 1999 Pasal 33 ayat 3 "Setiap
orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona
pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan
taman wisata alam"
Status hukum dari wilayah BKSDA tersebut, sampai saat ini pun
tidak pernah diketahui, karena pada Tahun 2004 hanya pada tahapan
pengajuan belum ada kabar penetapan status hukumnya, Masyarakat
Battang Barat saai ini berharap Pemerintah Kota Palopo untuk melakukan
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revisi tata ruang yang didalamnya mengacu untuk perubahan
areal/wilayah BKSDA. Saenal23 mengatakan :
“Kalau mereka tetap mengacu pada petanya, Kita juga mengacu
pada peta kita, Wilayah kita karena kita ini bukan merupakan
pendatang kita ini memang sejak dulu orang tua kita memang disini
jadi artinya kita ini memang sudah masyarakat yang berasal  dusun
disitu jadi apapun misalkan konservasi mengatakan itu aturan tidak
boleh kamu begini itu kita tetap mengacu aturan adat kita, karena
aturan adat itu adalah peran yang di atur oleh Negara sepanjang
aturan itu tidak bertentangan dengan aturan pemerintah contohnya
walaupun dikatakan di konservasi wilayah ini adalah hutan lindung
kita akui itu karna memang sekitar battang barat ini dikelilingi oleh
hutan jadi wajar kalau di katakan bagian dari hutan tapi yang harus
kita lihat dicermati di dalam itu ada kampung yang memang sudah
tua jadi bukan umur 50 tahun bukan mungkin umur 100 tahun tapi
mungin diatanya 100 tahun ini to’Jambu memang sudah di tempati
oleh komunitas. Kemudian bahwa to’Jambu merupakan lalu lintas
bahkan urat nadi Sulawesi selatan karena dibelah oleh dalam
Negara dalam Provinsi merupakan jalan.Belanda yang buat ini
jalanan tapi sekarang memang poros Sulawesi Selatan dari jaman
belanda ini pertama yang dibuat .”
Secara umum warga Battang Barat memahami kehadiran Balai
Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) ini sebagai penyebab hilangnya
hak mereka untuk mengakses dan mengkontrol Sumber Daya Alam.
Walaupun memang pada dasarnya Konservasi Alam adalah suatu
manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk
melindungi tanaman dan binatang. Perkumpulan Walace24 mengatakan:
“Sejauh ini kalau di Battang Barat kita tidak melihat ada upaya
serius dari pemerintah terkait dengan konflik wilayah masyarakat
Battang Barat dengan BKSDA karena kan secara keseluruhan
23 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
24 Wawancara dengan Perkumpulan Walace Tanggal 16 Juni 2016, Pukul 12.00 Wita di
Mabes Walace
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wilayah Battang Barat ini itu di klaim oleh wilayah konservasi jadi
tidak ada satu jengkal tanah di atas itu yang menjadi milik
masyarakat sepenuhnya itu dikuasai oleh BKSDA. Nah sebenarnya
kita berharap pemerintah itu punya peran aktif bagaimana
menyelesaikan konflik yang ada di atas ini. Tuntutan masyarakat ini
kan sudah dari awal mengatakan bahwa soal konflik rill ini mereka
berharap pemerintah Kota Palopo ini menjadi mediator pemerintah
pusat. Karena kan daerah konservasi itu sepenuhnya ada di
Kementrian. Kita berharap seandainya pemerintah kota menjadi
mediator untuk menjembati protes yang ada di atas ini proses
alokasi sudah sekian tahu dilakukan oleh masyarakat bahkan
masyarakat sendiri itu sudah membuat petakan wilayah yang ada di
atas termasuk mana wilayah perkampungan, bendungan,
pemukiman, perkebunan itu sudah dipetakan.”
Penulis melihat sangat relevan bahwa kesenjangan ini sesuai
deprivasi sosial relatif. Apabila kesenjangan sosial relatif ini semakin
melebar sehingga melewati batas toleransi masyarakat, misalnya karena
pertumbuhan ekonomi dan sosial diikuti dengan kemacetan bahkan
kemunduran mendadak maka, menurut teori Davies revolusi akan
tercetus,25 deprivasi tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan
terjadinya gerakan sosial.26 Konsep tersebut tergambar pada hasil
wawancara dengan penulis dengan informan, Tomatua27 mengatakan :
“Pemerintah Palopo tidak mau urus, seandainya kita tidak
mengurus bersama pendamping LSM Walaccea mungkin sudah
hancur kampung ini. Sebelum datangnya penjajah kampung ini
sudah ada perjuangan kami mengupayakan pengesahan agar peta
yang sudah kami buat bersama masyarakat to jambu itu lah yang
kami mohon dan kami meminta wilayah ini di perkampungan pingir
jalan itu dan kebun masyarakat dan kebun orang tua dulu itu yang
kami mohon ada beberapa hektar.”
25 Light, Keller dan  Craig Calhoun, op. cit,. hlm. 600-601
26 Light, Keller dan  Craig Calhoun, Ibid,. hlm. 602-604
27 Wawancara dengan Tomatua selaku Masyarakat Adat, Tanggal 25 Mei 2016 Pukul 15.35 Wita
di Rumah Tomatua
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Namun hal berbeda dikatakan Tongga28 :
“…jadi, alangkah baiknya kalau misalnya nanti ketemu dengan
masyarakat dan pemeritah setempat tanyakan baik-baik atau
Lembanga adatnya dibawah pak Zainal itu jangan sampai dia
merasa sudah mengusulkan itu tapi usulan itu tidak ada timnya
yang memproses itukan kami sendiri alangakah baiknya kalau
sama-sama kasih tau BKSDA ,WALIKOTA, anggota DEWAN
sama-sama kerja untuk kalau bisa dijadikan tanah adat dikampung
itu  dengan batas yang tertentu jangan sampai dia sendiri yang
bikin baru dia sampaikan sudah ada, padahal belum ada. Jangan
masyarakat di bodoh-bodohki, itu yang kami takutkan. Jadi, kalau
ada dari Walikota foto konflik dengan BKSDA dengan masyarakat
adat, sebenarnya tidak ada, kalau kita selalu melakukan pertemuan
selalu klob, semua itu permasalahan BKSDA tidak pernah
melarang cuman tetap menjaga, kawasan masyarakat tetap jalan,
kawasan tapi jangan menganggu kawasan kita tetap harus
lestarikan itu saja.
Tongga, selaku perwakilan dari pihak BKSDA, melanjutkan:
“…dulu pernah memang mereka kira kami melarang mereka
padahal, sebenarnya tidak, mau dikemanakan masyarakat, kan ini
petugas sama-sama masyarakat, kita menjaga kawasan demi
untuk masyarakat bukan berarti kita mau miliki. Kalau kita
melarang, berarti cengkehnya dilarang ambil buahnya, tapi kan
tidak, sepanjang buahnya dibersihkan. Kan sama bunuh orang
kalau dilarang. Perjanjian kami misalnya, (jika) mau tebang kayu
(harus) dilihat mana yang bisa di tebang silahkan, tapi itu perjanjian
kami waktu pertemuan di kulih limbah, tolong jangan sampai
ditebang ini kayu dengan perjanjian untuk bikin rumah. Ternyata,
(untuk) dijual, sudah berapa kali kami menemukan (kayu untuk)
dijual, dan itu kami proses. Kalau dia pake di rumah itu
kebijaksanaan untuk rumahnya, dia perbaiki. Tapi kalau untuk dijual
jangan! Tapi ternyata dia (masyarakat adat) sering menjual .kami
berapakali menjadi saksi. Seaandainya dia mau sadar dia besyukur
kalau dijaga oleh petugas.”
28 Wawancara dengan Tongga selaku Pihak BKSDA Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSD
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Berbagai hasil wawancara penulis dengan beberapa informan,
bahwa terjadinya konflik antara masyarakat adat To Jambu dengan pihak
dari pemerintah (BKSDA) dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang
dalam melihat penetapan lokasi konservasi alam di Battang Barat. Pihak
BKSDA melaksanaan kerja berpedoman pada surat yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan dan Perkebuan, serta Gubernur, yang tercantum
dalam “"Keputusan Menteri Kehutanan No 663/Kpts-11/1992”, “Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 890/Kpts-II/1999” dilanjutkan oleh
“Keputusan Gubernur No 276/ IV/1999”.  Sedangkan masyarakat Adat To
Jambu berpedoman lebih kepada aturan adat yang dibuat Tomakaka,
tentang pengelolaan sumber daya alam disekitarnya dan menganggap
bahwa BKSDA merampas hak masyarakat adat untuk mengelola lahan
perkebunan serta mengganggap bahwa BKSDA kurang kordinasi dengan
pihak masyarakt adat, sehingga membuat konflik terjadi.
5.3 Bentuk Perlawanan Masyarakat Adat To Jambu Terhadap
Penetapan Lokasi Konervasi Alam di Kota Palopo
Peneliti menemukan beberapa bentuk perlawanan masyarakat adat to
jambu, terhadap penetapan lokasi konservasi. Adapun, bentuk
perlawanan yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa informasi, yakni: (1) Soft, (2) Hard yang akan diuraikan lebih
lanjut.
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5..3.1. Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat To Jambu Yang
Berbentuk Soft.
Pengajuan surat tertanggal 17 Desember 2004, yang diajukan oleh
masyarakat adat To Jambu bersama perkumpulan Wallacea dengan
harapan pemerintah Kota Palopo dapat menjadi penengah antara
masyarakat To Jambu dengan pihak BKSDA, adapun perihal permohonan
Ingklave atas lokasi kebun/peladangan dan pemukiman masyarakat
kepada Walikota Palopo. Namun, Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini
Walikota Palopo menjawab dengan mengeluarkan rekomendasi perluasan
wilayah Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 400 Ha yang tentunya
perluasan tersebut adalah jauh dari harapan masyarakat To Jambu.
Rekomandasi perluasan yang dikeluarkan Walikota Palopo tersebut
meyebabkan total luas TWA tersebut saat ini menjadi 900 Ha termasuk
didalamnya semua pemukiman dan lahan-lahan kebun masyarakat,
bahkan bangunan Kantor Kelurahan Battang Barat yang dimekarkan
tahun 1996 pun masuk didalamnya. Saenal29 mengatakan :
“Kita sudah beberapa kali bertemu dengan pak walikota bahwa
data kita pihak LSM tapi mereka takut kan kita sudah perlihatkan
bahwa inilah peta wilayah kami inilah aturan-aturan kami yang
sedang kami jadikan aturan yang berlaku selama ini… Apa yang
dia bilang pa Judas ? ‘saya tidak bisa karena saya juga takut
terhadap undang-undang.’ jadi tidak bisa, tidak ada jawaban dari
pak wali kecuali itu takut dengan undang-undang. Maunya saya, itu
hari pak walikota merespon masyarakat apapun persoalan
masyarakat itu seharusnya walikota mengatakan “oke, saya cermati
dulu apakah ini melanggar undang-undang atau tidak” supaya kita
29 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
lxxx
menunggu jawaban mereka tapi kapan selesainya ini barang kalau
seperti ini.”
Hasna30 mengatakan:
“Kalau kami dari sisi kehutanan hanya itu, patokan dari undang-
undang memang dulu ada masyarakat memohon mengalih
fungsikan saja tapi kita tidak bisa juga karena itu sudah aturan.
Namanya hutan konservasi karena tidak semudah itu namanya
mengalirkan hutan lindung menjadi bukan hutan, tidak semudah itu.
Karena, (jika) semua masyarakat adat dipenuhi permintaannya,
(maka) habislah semua hutan ini jika diklaim semua”
Fakta perampasan tanah di Indonesia saat ini, menuntut adanya
perhatian dan keseriusan yang lebih besar dari pemerintah (negara) dan
seluruh pihak untuk upaya penyelesaiannya. Pemerintah diharapkan
segera melakukan upaya untuk menghentikan perampasan tanah rakyat
dan mengembalikan hak atas tanah rakyat yang telah dirampas. Berbagai
perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam bentuk protes
dan desakan saat ini, pada dasarnya memiliki tujukan untuk mendorong
keseriusan pemerintah menangani persoalan tersebut. Oleh karena itu,
penggalangan solidaritas dan kampanye anti perampasan tanah
diharapkan dapat menjadi kegiatan yang dapat menggambarkan fakta
perampasan tanah dan membangkitkan kesadaran seluruh pihak agar
dapat terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi di
Indonesia dan di Batang Barat secara khusus.
Perkumpulan Walace31 juga mengatakan:
30 Wawancara dengan Hasna selaku Pihak dari Dinas kehutanan, Tanggal 8 Juni 2016, Pukul 11.50
Wita di Kantor Dinas Kehutanan
31 Wawancara dengan Perkumpulan Walace Tanggal 16 Juni 2016, Pukul 12.00 Wita di
Mabes Walace
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“Jadi tahun ketiga itu kita mendorong yang namanya skema
legalisasi itu kita berharap bahwa pemerintah memberikan
rekomendasi, tapi ternyata tetap dengan pernyataan yang sama
bahwa walikota Palopo tidak berani dengan alasan bahwa ketika
wilayah di atas diberikan sepenuhnya ke masyarakat untuk
mengelola dampaknya akan sangat buruk katanya. Takutnya
wilayah hilir ini akan diramba oleh masyarakat yang ada diatas,
padahal kalau kita mau bicara soal model kearifan lokal
masyarakatlah yang mengelola hutan itu, sudah ada aturannya di
dokumen, dimana wilayah yang tidak boleh sama sekali itu dikelola.
Misalnya, ada istilah ‘awamuruk’ diatas awamuruk itu di definisi
hutan, dia sama dengan istilah hutan lindung awamuru itu hanya
boleh dimanfaatkan oleh hasil hutan tidak boleh diramba tidak
boleh dikelola menjadi perkebunan itu sudah ada dokumen
kampungnya sudah lengkap. Ada tiga RW diatas itu. Itu sudah
pernah dilakukan musyawarah secara bersama menentukan
dimana wilayah di sekitar RW ini yang boleh untuk ditanami jangka
panjang dan mana yang boleh ditanami  jangka pendek tapi
dokumen dan peta sudah diserahkan ke pemerintah bahkan pernah
dijanjikan bahwa wilayah Batang Barat ini akan dilepaskan 250
Hektar tahun yang lalu.Tapi, ternyata setelah dicek oleh pak
direktur BPKH ternyata pelepasan itu dicabut oleh walikota palopo
pak Judas.”
Dibenarkan oleh Hasna32 mengatakan:
“Pelepasan kawasan itu ada beberapa jalur, kalau itu mau di
lepaskan biasannya kita dinas dan harus di pertimbangkan dahulu.
Karena penetapan kawasan masuk ke dalam kriteria hutan lindung
karena konservasi itu sudah ada kriteriannya, kewenangan untuk
melepaskan itu bukan di dinas tetapi di kementerian. Walaupun kita
mau bilang memberikan, kita bukan tidak mau memberikan, tapi itu
kewenangan Negara.”
Upaya-upaya merelokasi warga kembali diupayakan oleh
pemerintah Kota palopo setelah terjadi longsor di Battang Barat
pada bulan September 2009 yang menimbulkan 13 korban jiwa.
Adapun kehidupan hak ulayat dalam Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA) diatur di dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai
32 Wawancara dengan Hasna selaku Pihak dari Dinas kehutanan, Tanggal 8 Juni 2016,
Pukul 11.50 Wita di Kantor Dinas Kehutanan
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berikut : “Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa,
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan
dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan
umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan
sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan
negara yang lebih tinggi dan lebih luas". Yang berarti, masyarakat
Battang Barat harus tunduk terhadap Negara. Puncak konflik
antara warga Battang Barat dengan BKSDA terjadi, saat salah
seorang warga Battang Barat ditangkap, Dani Mantong ditangkap
oleh BKSDA pada tanggal 22 Februari 2010. Proses penangkapan
yang tidak melalui prosedur menimbulkan kekesalan warga, Dani
Mantong ditahan dua hari di LAPAS Kota Palopo tanpa diketahui
oleh masyarakat To Jambu sehingga menimbulkan kekesalan
bagi warga.
Masyarakat juga tetap berharap supaya Pemerintah mau
peduli terhadap kehidupan warganya yang ada di Kelurahan Battang
Barat dan merespon melalui kebijakan yang pro rakyat dengan
mengeluarkan wilayah kelolanya dari hutan lindung dan hutan konservasi
supaya mereka memiliki ruang untuk hidup. Harapan itu disampaikan
Daming Abu
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‘’Kita ini tidak memusuhi kehutanan. Kita tidak memusuhi BKSDA.
Tapi ya kalau bisa pemerintah ke depannya bisa memberikan dan
memperjelas batasan-batasan. Artinya kalau hutan lindung dan
TWA keluarkan dari wilayah kelola masyarakat. Biar kami bisa
mengelola wilayah kami, dan kami juga akan membantu kehutanan
dan BKSDA untuk menjaga wilayahnya. Ya, berikanlah kami punya
hak. Begitu saja,’’
Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban
suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang
terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang
masa (Lebensraum).33 Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada
dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik
yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya
batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan
secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara
masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu
sebagai objek hak. Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :
1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk
pemikiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan
pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang
dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, ( Jakarta : Djambatan, 2003) hal.185-186
lxxxiv
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan
perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah
(jual beli, warisan).
Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah
wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dimana Kepala adat
mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat bukan
hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara
negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945. Negara dikenal dengan hak menguasai dari
Negara, disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur,
menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu.
Tomatua34 juga mengatakan:
“Seandainya dia mau mengikuti aturan adat na biar tidak mu kasih
maki bantuan nah biar kita hidup sendiri datang mako saja
mapajak, jangan ma pajak-pajak saja. BKSDA tidak lagi
mencampuri tanaman masyarakat adat tetapi masyarakat adat
masih waswas karena tidak adanya kejelasan hitam di atas putih
karena jangan sampai BKSDA datang lagi memberontak jadi ini mi
kita tunggu kenapa kita berapi-api untuk memmpertahankan
wilayah orang tua dulu. Selama kita hidup dikampung ini saya tidak
pernah dikena longsor atau melongsori itu kan kalau gunung
bencananya langsung tebang kayu tapi sepanjang jalan ini tidak
ada pi na kena mobil yang lewat. Perlawanan kami mau menggusur
para pejabat yang menggarap wilayah tapi kami juga tidak bisa
karena mereka juga memiliki sertifikat, satu lagi bentuk perlawanan
kami terhadap pemerintah setelah pemerintah merelokasi tempat
tinggal kami ke padang lambe tetap kita tidak mau meninggalkan
tanah adat kami disebabkan oleh lokasi yang diberikan tidak
mempunyai lahan tempati untuk berkebun makanya kita bertahan
tinggal dikampung adat karena banyak bisa menghasilkan sumber
daya alam yang bisa di manfaatkan masyarakat adat. BKSDA dia
34 Wawancara dengan Tomatua selaku Masyarakat Adat, Tanggal 25 Mei 2016 Pukul 15.35 Wita
di Rumah Tomatua
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mengatakan bahwa sudah pernah melakukan sosialisasi ke mesjid-
mesjid dan gereja-gereja tetapi itu semua hanyalah kebohongan
yang di lakukan pihak BKSDA.”
Obyek Hak Ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah
masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena Hak Ulayat
meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat
yang tidak ada sebagai ” res nullius ( tanah yang tidak ada pemiliknya)”
Hak Ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke
dalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu
memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya,
mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika
terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut
maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan atau
mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun.
Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian dimana anggota
masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah
yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara
warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat
yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah. Keadaan inilah yang
disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam. Sedangkan terhadap sifat
berlaku ke luar adalah Hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh
penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap
orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin
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mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat
tersebut. Namun hal berbeda dikatakan Tongga35 :
“Masalah respon kami terhadap pemerintah selama ini sudah di
iyakan, masyarakat pemerintah Batang Barat kan adalah otonom
daerah. Sementara kita ini adalah vertikal masih dari pusat dari
sepanjang itu kita tetap kerja sama. Dulu, memang mungkin ada
provokasi merasa kami akan mengeser dia (masyarakat), padahal
sebenarnya petugas cuman menjalankan tugas, sementara
masyarakat bagian dari kita jadi kita menjalankan tugas itu,
bagaimanalah supaya masyarakat itu aman, jangan terganggu
begitu juga kawasan supaya jangan ada longsor lagi ada yang
terganggu di situ. Yang kita jaga itu kawasan.
Pertemuan Evaluasi Kinerja PANJA DPRD dan TIM Inventarisasi
Kota Palopo terkait kasus sengketa Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) wilayah Palopo dan Masyarakat Adat Battang yang ada
dikelurahan Battang Barat. Adapun solusi yang ditawarkan masyarakat
dengan menunjukkan Hasil Peta yang memuat tata guna Lahan mereka
untuk disetujui dan menjadi usulan ke Menteri. Namun hal ini tidk
mendapatkan respon yang baik dari beberapa pihak yakni Pemkot Kota
Palopo/ Dinas Kehutanan yang masih juga mengklaim wilayah adat
Battang sebagai Hutan Lindung, BKSDA Palopo yang menyatakan bahwa
Daerah Masyarakat yang ada di Battang harus dijaga dengan dua solusi :
1. Masyarakat menetap disana dengan Konsep Kampung
Konservasi.
Kornelius36 mengatakan:
35 Wawancara dengan Tongga selaku Pihak BKSDA Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSD
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“Kita kan lebih suka kalau masyarakat tidak dikasih keluar dari
kawasan hutan kan tetap masyarakat akan tetap tinggal didalam
seandainya betul-betul sudah ada usulan mereka sebaiknya paling
tidak dari kantor kami sama-sama kesana untuk mengantar supaya
ada betul tapi misalnya Cuma sepihak saja dia bilang sudah sampai
kepusat kementrian sementara tidak ada bukti surat pengantar atau
tidak yang kordinasi dengan BKSDA itu juga yang bikin heran kami
karena selama ini dia bilang kesana sementara kami .pastikan
kalau kesana sampai di pusat atau di provensi pasti ditanyakan
apakah sudah kordinasi dengan pihak-pihak BKSDA.
2. Masyarakat dipindahkan/Relokasi permukiman tetapi masih
dapat mengerjakan kebun mereka disana, agar kondisi
hutan mengalami kekurangan beban.
Mama Lia37 mengatakan:
“Saya tidak setuju sama sekali karena dimana me kasian kita
tempat ta mau mencari nafka kalau bukan disini na mata pencarian
ta disini kalau di kasih pindah ki disini nanti dimana mki cari tempat
untuk mencari kehidupan saya harap jangan me kasian di kasih
pidah kalu bisa disini mi tempat ta mencari uang, disini mi
kehidupan ta. Tidak usah mi dikasih pindah-pindah sayang kalau di
kasih pindah dimana mi mata mencarian ta itu sama me ko bunuh
ki kalu nu gusur ki bagimana mana me mau ki pindah kalau sudah
turun temurun maki tinggal dan mencari kehidupan di sini dengan
cara menjual.”
Rapat Koordinasi yang diharapkan dapat menemukan solusi
akhirnya sedikit ricuh. Masyarakat tetap bertahan pada usulannya dan
pemerintah ngotot dengan aturannya yang penuh kepentingan. Rapat
Koordianasi akhirnya memutusakan untuk melakukan koordinasi tertutup
36 Wawancara dengan Kornelius selaku Pihak BKSDA, Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSD
37 Wawancara dengan Mama Lia selaku Pedagang di Batang Barat, Tanggal 29 Mei 2016 Pukul
10.05 Wita di Warung Poros Palopo Toraja
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antara masyarakat, BKSDA dan Dinas Kehutanan Kota palopo. Saenal38
mengatakan :
“Sejauh ini kami sudah melakukan pemetaan itu yang sudah kami
lakukan yang kedua semua potensi yang ada di Battang Barat itu
juga kami sudah kita peta kan dengan kordinatnya kita bagi blok
kemudian juga kita sudah konsultasi dengan bagian konservasi dan
kehutanan untuk usulkan bahwa kami di Battang Barat itu
bermohon supaya dikeluarkan termaksud yang kami petakan itu
sekitar 400 hektar dan kehutanan itu sudah merespon namun pada
saat pertemuan terakhir di konservasi mereka menginginkan lagi
ingin membuat satu blok lagi jadi mereka blok yang sudah diukur
pada tahun 2004. Bahwa pemukiman itu 24 hektar kemudian lahan-
lahan masyarakat itu harus di konservasi kembali makanya kami
tidak setuju kalau ini mau diikuti melihat peta bapak ini sangat tidak
sesuai dengan harapan kami yang pertama lokasi yang ditunjukan
itu ternyata hutan dipetanya itu memang kami tidak pernah
menginginkan bikin rumah disitu karna ini bagian terakhir diatas ini.
Daerah ini sudah dimasukan sebagai konservasi kembali. Saya
menolak itu “kami tidak setuju sepanjang bukan peta kami yang
diikuti karena peta kami ini sudah betul kami bisa
pertanggujawabkan kalau bapak bisa tunjukan. Tunjukan ini siap
dilapangan “ jadi tidak ada penyelesaian waktu itu. Dia sudah
klopkan itu barang tinggal mau di kirim ke Jakarta untuk di acc
ulang mentri tapi saya menolak bahwa kami tidak setuju kalau peta
itu mau diikuti kalau peta kami diikuti okelah itu yang kita tunggu
sampai sekarang ini kita sudah sampai disitu.“
Yunus39 mengatakan:
“Saat itu di bagi tim ada yang bikin pemetaannya, kita terlibat
didalamnya hanya menfasilitasi yang di klaim sebagai adat kalau
masyarakat adatnya  bukan urusan kita. yang diklaim keputusan
BMK yang digugat batas Sementara yang digugat kemudian ada
beberapa pasal yang di rubah yang berkaitan dengan UUD 41 UDD
desa saya hanya masuk di UUD 41 saya tidak masuk UUD desa
ada yang beberapa yang dirubah itu bahwa kita akan bedakan adat
tanah masyarakat adat dengan kehutanan adatnya itu ini dua hal
yang berbeda kalau kami memutuskan hutannya masyarakatnya itu
urusnya itu .berkaitan dengan hutan adat dulu itu UUD 41.  Hutan
adat itu masuk kedalam hutan Negara tapi dengan adanya
38 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
39 Wawancara dengan Yunus selaku Pihak dari Dinas kehutanan, Tanggal 8 Juni 2016, Pukul 11.50
Wita di Kantor Dinas Kehutanan
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keputusan MK itu hutan adat itu masuk ke dalam. Bukan hutan
Negara lagi cumankan persoalannya sekarang untuk merubah dari
hutan Negara  menjadi hutan tidak semudah membalikkan tangan
untuk itu memerlukan proses dan sekarang proses itu masih di
pusat saja tekatung-katung kan barusan ini saya baca-baca itu
bahwa agenda DPR itu sama sekali tidak meagendakan tentang
masyarakat adat dengan hutan lindung. Masih bergulir sebenarnya
masih proses masih berlanjut proses kita tidak tau di mana
ujungnya. Sebelum ada proses MK hutan adat itu lepas dari hutan
Negara setelah itu di degar oleh masyarakat adat, jadi itu
pemerintah itu Cuma menfasilitasi masyarakat adat. Kemudian
menfasilitasi tebentuknya pemda. intinya disana itu kalau
sangkutan karena kita ini kalau di lepas itu sewenang-wenang itu
adat tebang kayu definisi masyarakat adat itu pertama harus
mempunyai wilayah yang jelas kemudian yang kedua dia harus
masih punya aturan-aturan yang jelas kemudian yang ke tiga itu dia
harus diakui sama pemda sebagai masyarakat adat yang ada
umum di Palopo.
Hasna40 mengatakan:
“Sebenarnya misalkan disetujui sama kementrian kita tidak
masalah karena itu dari pusat kan seperti itu kalau masyarakatnya
mau berusaha tidak masalah itu keinginannya mereka.tapi
beberapa sosialisasi beberapa orang kita sudah sampaikan
sebenarnya itu bahwa ligalitas masyarakatnya supaya ada
pengakuan yang secara sah terhadap hukum bahwa memang
masyarakat adat ini sebagai  politik. Makanya saya bilang tadi
untuk merubahnya tidak semudah itu.itu butuh proses .kalau
verifikasinya ada tugasnya tersendiri BPKH yang turun untuk
menverifikasi tempat .dinas itu hanya pertibangan teknik dengan
bantu mgumpulkan data ya sebatas itu ,dengan verifikasikan
wilayah itubisa dihali fungsikan bukan dinas itu dari BPKH.”
Perjalanan panjang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di
Kota Palopo, khususnya Masyarakat To Jambu di Kelurahan Battang
Barat sedikit menemui titik temu terhadap apa yang selama ini
diperjuangkannya. Setelah keluarnya Permendagri No 52 Tahun 2014
40 Wawancara dengan Hasna selaku Pihak dari Dinas kehutanan, Tanggal 8 Juni 2016, Pukul 11.50
Wita di Kantor Dinas Kehutanan
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tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Bagi Pemerintah
Daerah, membuat semangat beberapa komunitas yang ada di wilayah
Kota Palopo untuk diakui.
Melalui Jajak Pendapat dengan Pemkot Palopo sepakat dan
mendukung upaya yang dilakukan Perkumpulan Wallacea bersama
beberapa Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kota Palopo terkait
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Saenal41 mengatakan :
“Selama ini cara mendampingi kita saya kita cukup bagus karena
mereka tidak merugikan masyarakat. Mereka itu berada pada tidak
menyalahi aturan tidak menyalahi pemerintah,tidak menyalahkan
masyarakat. Kenapa saya mengatakan seperti itu mereka juga
menyampaikan bahwa hutan itu memang perlu dijaga tentu kita
melihat komunitas Battang itu betul-betul masih eksis dia punya
aturan tentang bagaimana menjaga hutan saya kira tidak ada
masalah LSM selama ini. data kita juga ini banyak di WALASEHA
dari awal dia pedamping kita.”
Rekomendasi yang lahir pada saat Workshop Implementasi
Permendagri No 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat
Hukum Adat Bagi Pemda, yang mana Pemkot Palopo menyatakan serius
untuk menindaklanjuti dengan membentuk tim bersama. Selanjutnya,
Amanah Permendagri 52 tahun 2014 dan situasi riil yang ada di Battang
Barat. Sesungguhnya ruang konflik masyarakat adat di Battang Barat
dengan pihak BKSDA seluas 356, 32 Ha, dan 320,53 Ha dengan pihak
Kehutanan.
41 Wawancara dengan Saenal selaku Ketua LPMK pada tanggal 25 Mei 2016 Pukul 18.35 Wita di
kediamannya
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Menanggapi hal tersebut, Sekkot Palopo Kasim Alwi menyambut
baik resolusi konflik yang telah diupayakan masyarakat dan
pendampingnya yang selalu mengikutkan pemerintah. Namun Sekkot
Palopo yang juga Kepala BPPMD Provinsi Sulsel ini sangat menyesalkan
ketidakhadiran BKSDA dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, ketika
membicarakan hal ini sangat penting kehadiran BKSDA karena dengan
begitu bisa melihat titik temunya dimana, apa yang menjadi keinginan
masyarakat, begitu juga apa yang menjadi keinginan pihak BKSDA.
Semua kepentingan tersebut bisa dipertemukan. ’Kita harus
menyelesaikan persoalan ini dengan baik secara bersama-sama, karena
itu kedepan kita berharap dalam pertemuan seperti ini pihak BKSDA bisa
hadir,’’42 Dua hal yang sepakati dari jajak pendapat, yaitu:
1. Pembentukan Tim verifikasi sesuai dengan petunjuk Permendagri
52 tahun 2014. Masyarakat dilibatkan langsung dalam tim tersebut
sekalipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Permendagri, tapi
karena ini adalah persoalan rakyat seharusnya masyarakat
dilibatkan,
2. Adanya pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak BKSDA,
Dinas Kehutanan, dan masyarkat agar ada titik temu antar semua
pihak.
42 Pemkot Palopo Dukung Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Sekkot Siap Bentuk Tim Verifikasi
http://suarakomunitas.net/baca/81504/pemkot-palopo-dukung-pengakuan-
masyarakat-hukum-adat--sekkot-siap-bentuk-tim-verifikasi/ 20 Desember 14 | 17:39
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Pembahasan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat To'
Jambu Kelurahan Battang Barat Kota Palopo melalui Permendagri No 52
Tahun 2014 sudah memasuki kajian dan analisis hukum dengan
melibatkan guru besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma
(Unanda) Palopo Professor Lauddin Marsuni, SH.MH.
Permendagri No 52 tahun 2014 sudah bersifat petunjuk
pelaksanaan bagi Pemda untuk melakukan pengakuan dan perlindungan
kepada masyarakat adat yang ada di wilayahnya. Permendagri itu sudah
jelas tugas dan tahapan apa yang harus dilakukan Pemkot Kota Palopo.
Misalnya, Pemerintah Kota perlu membentuk panitia untuk verifikasi dan
validasi masyarakat hukum adat, kemudian melaporkan hasilnya kepada
Walikota untuk dibuatkan Keputusan Walikota. Hanya memang
masyarakat perlu juga mengetahui bahwa pemerintah juga
memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia sebelum membentuk
panitia. Ada dua langkah strategis yang harus dilakukan terkait advokasi
pengakuan masyarakat To Jambu, yaitu pemantauan dan pengawalan
revisi RT/RW Kota Palopo, dan mempersiapkan tim kerja yang bertugas
untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak hingga terbitnya
surat keputusan Walikota Kota Palopo.
5..3.2. Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat To Jambu yang
berbentuk Hard.
Dani Antong adalah salah satu korban bencana alam berupa
longsor di Battang sehingga dengan puing-puing bekas rumahnya yang
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terkena lonsor tersebut mendirikan pondok berukuran 5 x 7 dilokasi yang
sudah diratakan oleh PU Binamarga atas izin secara lisan dari PU Bina
Marga, dimana Mantong sekaligus dijadikan tenaga kerja lepas dari PU
Binamarga untuk pembersihan jalan dan menjaga peralatan. Akibat dari
aktivitas membangun rumah tersebut, Dani Antong dijebloskan kedalam
penjara selama 2 bulan tanpa melalui prosedur, yang kemudian atas
tekanan beberapa aktivis melalui DPRD dan Walikota Palopo sehingga
Dani Antong dijadikan tahanan rumah. Informasi tersebut didapatkan oleh
peneliti dari hasil wawancara penulis dengan Perkumpulan Walace43,
yang mengatakan:
“Cerita awalnya itu pertama kali penangkapan pak mantong salah
satu warga yang ada di Battang Barat itu waktu hari pak mantong
ini katanya ke kota kemudian itu langsung di amankan oleh pihak
BKSDA ditahan beberapa hari informasi ini baru tersampaikan oleh
masyarakat. Awalnya sebenarnya WALLACEA dengan PBS yang
mendampingi proses nya di atas beberapa kali masyarakat di
damping oleh teman-teman WALLACEA melakukan demonstrasi di
pengadilan terkait tuntutan BKSDA itu. Pada akhirnya pak mantong
ini dituntut beberapa bulan penjara dan dalam perjalanannya
karena aksi yang cukup asing dari masyarakat pikirnya pengadilan
memutuskan untuk dia sudah di vonis 3 bulan penjara tapi dalam
proses hukum nya itu pak mantong itu tidak pernah menjalani 3
bulan tuntutan itu. Kemudian mulailah pemulihan. WALLACEA ini
aktif melakukan pendampingan soal bagaimana posisi masyarakat
Battang Barat ini.
Namun hal berbeda dikatakan Kornelius44
”itu hari pak mantong angkat rumahnya, kita ketemu dia bilang
hanya menyelamatkan bahan-bahan rumahnya di bawah lalu
dipindahkan ke atas. Setelah lama-kelamaan didirikan rumah,
disitulah kita proses.  Kenapa? karena sudah banyak gejolak itu
43 Wawancara dengan Perkumpulan Walace Tanggal 16 Juni 2016, Pukul 12.00 Wita di
Mabes Walace
44 Wawancara dengan Kornelius selaku Pihak BKSDA, Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSD
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hari, masyarakat bilang kenapa kami dulu tinggal di atas
dipindahkan, disuruh turun ke bawah sementara mantong naik lagi.
Nah, ‘dulu itu kan tempat kami diatas’, katanya dulu ada 10 rumah
di atas itu sebelum kejadiaannya. Tapi pihak kehutanan
memindahkan ke bawah, disuruh berkumpul dibawah itu sekitar
perkampungan. Setelah itu pak Mantong pindah lagi ke atas,
masyarakat juga komplen sama kami, petugas itu hari bilang
‘kenapa mantong enak –enak naik sementara kami dulu disuruh
pindah ke bawah’, bagus memang tempat bikin rumah di atas.
Setelah kita lapor masuk penyidik diproses disitu muncul gejolak
itu.”
Senin 16 Agusutus 2010, Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan
vonis terhadap Dani Antong yang didakwa menduduki Kawasan
Konservasi dengan vonis hukuman percobaan dan denda 1 juta rupiah
atau kurungan 1 bulan. Menyikapi hal tersebut masyarakat Adat Battang
melakukan aksi penolakan terhadap putusan tersebut atas dasar bahwa
dengan putusan tersebut hal ini berarti bahwa wilayah perkampungan dan
lahan garapan mereka secara hukum dinyatakan sebagai kawasan
konservasi. Kornelius45 mengatakan
“Soal masalah benturan itukan hanya konflik, dulu masyarakat
mendemo kita seakan-akan BKSDA mau pindahkan masyarakat.
Padahal yang mau memindahkan masyarakat ke padang Lambe itu
dari pihak BNPB, BNPB yang menyiapkan perumahan untuk
(mengantisipasi) bencana alam saja. Karena (dikhawatirkan)
rumahnya akan banyak kena longsor, bukan BKSDA yang mau
pindahkan sebenarnya salah kordinasi waktu itu tetap kami
bertugas disitu.”
Tergambarkan kurangnya kordinasi antara masyarakat dengan
pihak BKSDA dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan
45 Wawancara dengan Kornelius selaku Pihak BKSDA, Tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.17 Wita di Pos
Pengawasan BKSDA
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kurangnya kordinasi tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan
di dalam kehidupan masyarakat To Jambu. Hidup di wilayah konflik
kehutanan, sungguh jauh dari ketenangan dan kenyamanan. Setiap saat
selalu dihantui rasa ketakutan jika mau memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga dengan mengambil hasil hutan meski itu bukan kayu. Apalagi
sudah ada berapa warga yang divonis penjara. Tahun 2010 lalu, seorang
warga Kelurahan Battang Barat, yaitu Dani Antong divonis penjara hanya
karena hanya mengganti rumahnya yang terkena longsor yang diklaim
BKSDA sebagai lokasi TWA Nanggala III. Pak Daming Abu Ketua RW
Tanete Kelurahan Battang Barat mengatakan:
‘’Pokoknya masyarakat di sini hidupnya sangat susah. Selain tidak
nyaman juga kesulitan penghasilan. Sebelum ada yang namanya
hutan konservasi dan hutan lindung, kami masih bisa memperoleh
hasil dari kebun, tapi sekarang tidak ada lagi masyarakat yang
berani mengola kebun-kebunnya, karena ketakutan warga
melanggar aturan dari Dinas Kehutanan Kota Palopo dan BKSDA.
Jadi tumpuan ekonomi keluarga beralih ke ibu rumah tangga
dengan menjual baje,’’
Hal yang dikatakan Pak Daming diatas, menggamabrakan bahwa
masyarakat tidak pernah berhenti berjuang dan berharap agar wilayah
kelolanya dikeluarkan dari hutan lindung dan hutan konservasi TWA
Nanggala III. Jika sudah begitu, masyarakat berjanji akan tidak akan
mengganggu hutan lindung dan TWA, bahkan bersedia membantu Dinas
Kehutanan dan BKSDA menjaga kawasannya.
Berbagai upaya sudah ditempuhnya, mulai aksi protes melalui
demonstrasi, hearing ke DPRD Kota Palopo, hingga perwakilan
masyarakat harus ke Makassar dan Jakarta untuk mencari jalan supaya
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wilayah kelolanya dikeluarkan dari kawasan hutan lindung dan kawasan
hutan konservasi.
Termasuk upaya menggugat Tata Ruang Kota Palopo, yang
dianggap tidak pro kepada masyarakat Kelurahan Battang
Barat. Pasalnya, ruang hidup masyarakat Battang Barat yang berjumlah
247 KK hampir tidak ada. Sementara Perda Kota Palopo No 3 Tahun 2005
telah menetapkan Kelurahan Battang Barat sebagai kelurahan definitif.
Jika demikian, Pemkot Palopo memiliki kewajiban untuk memenuhi
kebutuhan dasar warganya yang berstatus warga negara yang sah
karena memiliki KTP.





Konflik yang terjadi antara masyarakat adat to jambu dengan
pihak BKSDA serta dinas kehutanan, dimana pengkliaman tanah
adat yang telah di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini
menyebabkan timbul gerakan perlawanan dari masyarakat adat to
jambu. Gerakan perlawanan tersebut berkembang menjadi sebuah
Gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Adat To’ Jambu, adapun
gerakan sosial yang dilakukakn masyarakat adat to jambu berwujud
gerakan yang bersifat sotf dan hard. Penetapan lokasi konservasi
alam Kota Palopo masyarakat berawal dari penetapan kawasan
hutan lindung tahun 1983 oleh Menteri Kehutanan yang tidak
partisipatif. Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat adat To Jambu
sebagai berikut:
a. Gerakan perlawan masyarakat adat to jambu yang
berbentuk soft.
1. Melakukan persuratan ke pemerintah Palopo.
2. Melakukan persuratan ke pemerintah BKSDA.
3. Cara-cara mediatif dengan pihak-pihak terkait yakni LSM
Walace.
b. Gerakan perlawan masyarakat adat to jambu yang
berbentuk hard.
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1. Tetap bertahan dan bermukim di tanah Ulayat yang telah
ditetapkan secara sepihak sebagai lahan konservasi alam
oleh pihak BKSDA.
2. Masyarakat memblokade jalan lintas Palopo –Toraja.
Pemerintah kota palopo sebagai pihak yang seharusnya menjadi
penengah antara masyakrakat adat to jambu dengan BKSDA serta dinas
kehutanan, namun pemerintah kota palopo terkesan mengabaikan konflik
yang terjadi antara masyakrakat adat to jambu dengan BKSDA serta dinas
kehutanan. Bentuk perlawanan masyarakat adat to jambu baik yang
berbentuk soft maupun hard, kurang diperhatikan oleh pemerintah kota
palopo, sehingga konflik tersebut tidak kunjung selesai.
6.2 Saran
Pemerintah sejak dini seharusnya menyelesaikan sengketa tanah
ini agar pengelolaan Taman Wisata Alam Naggala III tidak terganggu,
namun tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah-tanah
perladangan dan ruang tempat mereka menggantungkan hidup yang
sudah sejak turun temurun mereka kuasai dan kelola, bahkan tidak dapat
dipungkiri bahwa mereka juga berkontribusi terhadap pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah ini.
Diperlukan jalinan komunikasi yang baik antara masyarakat adat to
Jambu dengan pihak BKSDA, pemerintah Kota Palopo, dengan dinas
Kehutanan kota Palopo. Perhatian dari tingkat nasional juga diperlukan,
diharapkan Kementerian dalam penetapan keputusan juga
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memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada di sekitar hutan yang
berada di daerah. Diharapakan bagi pemerintahan kota Palopo
memberikan perhatian yang penuh bagi masyarakat adat khususnya
masyarakat adat To Jambu. Perlawanan masyarakat adat To Jambu
dengan bentuk administratif sebaiknya dianggap sebagai bentuk
perlawanan yang positif karena perlawanan dengan bentuk tersebut
sebagai bentuk perlawanan dengan tanpa melalui kekerasan. Namun, jika
perlawanan secara administratif tersebut tidak diperhatikan oleh
pemerintah diharapkan perlawanan melalui bentuk kekerasan dapat
terhindarkan.
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